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ABSTRAK 
 
 

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Sistem Pemilu 
Proporsional Terbuka Dalam Penguatan Keanggotaan DPR RI. Skripsi Jurusan 
Siyasah Jinayah  Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya. 

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan 
sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dalam Penguatan Keanggotaan DPR RI. 
Dengan menggunakan fiqih siyasah sebagai pisau analisis 
  Data penelitian di himpun melalui pembacaan dan kajian teks study 
kepustakaan (library research) maka sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini 
adalah buku-buku, literatur, Koran, internet dan sebagainya. Selanjutnya dianalisis 
dengan teknik deskriptif analitik pola pikir  yang digunakan adalah deduktif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dalam Undang-Undang pemilu  
Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dewam 
perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Yang tercantum dalam 
pasal 5 ayat (1) disebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan 
DPRD kabupaten / kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.  

Begitu juga dalam Islam pengangkatan atau pemilihan dalam Islam  seperti 
pengangkatan Abu Bakar diangkat melalui pemilihan dalam satu musyawarah 
terbuka, terutama oleh lima tokoh yang mewakili semua unsur utama dari 
masyarakat islam pada waktu itu, yakni Muhajirin dan Ansar, baik dari suku khazraj 
maupun dari suku Aus. Meskipun karena keadaan yang mendesak banyak tokoh-
tokoh masyarakat yang lain tidak dikutsertakan  dalam perundingan itu 

Pemilihan umum adalah  salah satu hak azasi warga negara  yang sangat 
prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak azasi adalah suatu keharusan 
bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan azas bahwa 
rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat  
untuk menentukannya 

Dengan sistem proporsional terbuka, yang tampil pada Pemilu kali ini cukup 
dikenal masyarakat atau dikenal konsituennya. Dengan begitu, rakyat pemilih tahu 
yang dipilihnya, tidak seperti membeli kucing di dalam karung, sebagaimana yang 
kerap kita lakukan. Dengan cara ini, maka jangan harap akan muncul orang-orang 
yang tidak dikenal, karena ia pasti tidak akan dipilih. Hanya persoalannnya, apakah 
cara ini telah menjawab pertanyaan yang paling hakiki dari masyarakat 

Sejalan dengan kesimpulan diatas kepeda pemegang kekuasaan disarankan 
hendaknya para wakil rakyat tidak mengedepankan kepentingan dirinya sendiri 
karena pada dasarnya kekuasaan yang mereka miliki dibatas oleh UUD 1945 dan 
hendaknya  dengan diterapkan Parliamentary threshold kinerja lembaga perwakilan 
rakyat akan lebih baik dalam mendukung sistem tersebut yang sedang berlaku.  
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1 

 

BAB   I  

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah   

Pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur utama 

dan pertama dari demokrasi. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan  

refleksi dari suasana keterburukan dan aplikasi  dari nilai dasar demokrasi, 

disamping perlu adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap 

cerminan pendapat warga Negara. Alasanya, pemilu memang dianggap akan 

melahirkan suatu representasi aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat 

dengan legitimasi bagi pemerintah.1   

Teori kedaulatan rakyat ini antara lain juga diikuti oleh immanuel kant, 

yaitu yang mengatakan bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum 

dan menjamin kebebasan dari pada para warga negarannya. Dalam  pengertian 

bahwa kebeasan di sini adalah kebeasan dalam batas-batas perundang-undang, 

sedangkan undang-undang di sini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. 

Maka kalau begitu undang-undang itu adalah merupakan penjelmaan daripada 

kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi, 

atau kedaulatan.2 

Di lihat dari segi hukum kedaulatan  hakekatnya merupakan kekuasaan 

yang tinggi yang harus dimiliki oleh negara. Kekuasaan tersebut meliputi: 

                                                 
1 Tutik, Titik Triwulan, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Amandemen UUD 1945, h.379 
2 Soehino Ilmu Negara, h, 161  
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pertama. Kekuasaan yang tertinggi untuk menentukan serta melaksanakan hukum 

terhadap semua orang dan golongan yang terdapat dalam lingkungan kekuasaanya 

atau kedaulatan ke dalam (internal sovereigty); kedua , kekuasaan tertinggi yang 

tidak diturunkan dari kekuasaan lain yang dimiliki oleh pihak lain (intervensi 

negara lain) atau kedaulatan keluar (external sovereigty).3 

Pemilihan umum adalah  salah satu hak azasi warga negara  yang sangat 

prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak azasi adalah suatu 

keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan 

azas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan 

kepada rakyat  untuk menentukannya.4 

Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip 

keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin 

memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan 

aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. 

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan 

suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. 

Sebagai salah satu alat demokrasi, pemilu mengubah konsep 

kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi operasional. Hasil pemilu adalah 

orang-orang terpilih duduk di lembaga legislatif dan eksekuitf, yang bekerja 

                                                 
3 Tutik, Titik Triwulan, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Amandemen UUD 1945, h.380-381 
4 Kusnardi Moh, Ibrahim Harmaily, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, h. 

329 
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untuk dan atas nama rakyat. Pembicaraan tentang demokrasi, sebenarnya 

sudah lama diperdebatkan. Tapi masih belum selesai sebagai kajian akademis 

dalam maksud teoritis dan aplikatif. 

Sebelum perubahan UUD 1945 sistem ketatanegaraan indonesia 

mengenal majelis permusyawaratan Rakyat. (MPR) sebagai lembaga tertinggi. 

Di bawahnya mendapat lima lembaga negara  yang berkedudukan sebagai 

lembaga tertinggi termasuk DPR.5 

Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting arena  terkait 

dengan beberapa hal. Pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi 

keberlangsungan demokrasi perwakilan. Ia adalah mekanisme tercanggih 

yang ditemukan agar rakyat tetap berkuasa  atas dirinya. Perkembangan 

masyarakat yang pesat jumlah yang banyak, persebaran meluas dan aktivitas 

yang dilakukan semakin beragam menjadikan kompleksitas persoalan yang 

dihadapi rakyat semakin variatif.  Kondisi tersebut  tidak memugkinkan  

rakyat untuk berkumpul dalam satu tempat dan mendiskusikan masalah-

masalah yang mereka hadapi secara serius dan tuntas. Akhirnya  muncul 

demokrasi perwakilan sebagai keniscayaan  dengan pemilu sebagai 

mekanisme untuk memilih rakyat.6  

Penyelenggaraan pemilu 2009 diatur oleh UU No. 10 TAHUN  2008 

secara umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD, Pemilu 2004 dab 

                                                 
5 Tutik, Titik Triwulan, Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, h.133 
6 Pamungkas Sigit, Perihal Pemilu, hal 3  
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pemilu 2009 tidak terdapat perbedaan yang fundamental, karena masih sama-

sama dalam kerangka sistem proporsional. Meskipun demikian terdapat 

perbedaan–perbedaan menonjol dalam pengaturan instrument teknis pemilu. 

Sedangkan  untuk memilih DPD nyaris tidak ada persamaan sama sekali.7  

Setelah amandemen DPR mengalai perubahan fungsi legilasi yang 

sebelumnya berada di tangan presiden, maka setelah amandemen UUD 1945 

fungsi legilasi berpindah ke DPR. Pergeseran pendulum itu dapat dibaca 

dengan adanya perubahan secara subtansial pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dari 

presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan 

persetujuan DPR, menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-

undang kepada DPR. Akibatnya dari pergeseran itu, hilangnya dominasi 

presiden dalam proses   pembentukan  Undang-Undang . perubahan itu 

penting artinya karena undang-undang adalah produk hukum yang paling  

dominan untuk menerjehkan rumusan-rumusan  normatif yang terdapat dalam 

UUD 1945.8   

Munculnya penguatan terhadap tuntutan diadakannya Pemilu dengan 

sistem proporsional terbuka, karena rakyat dan sebagian para politisi, 

menganggap sistem Pemilu dengan cara proporsional tertutup anti demokrasi, 

kontra produktif dan juga bertentangan dengan era transparansi yang tengah 

kita galakkan. Sementara pemilih (konstituen) tidak merasa terwakili, karena 

                                                 
7 Anwar  Adnan, M Hidayat Rahmat, Buhanudin, Menumbuhkan  Pemilihan Kritis,  h, 11-12 
8 Ibid, hal 133-134 
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mereka hanya disodori gambar, tanpa mengetahui siapa yang harus mereka 

pilih. 

Dan yang lebih penting dari itu, cara-cara tersebut membuka peluang 

terjadinya KKN diantara para pengurus parpol. Geliat politik itulah yang 

ditangkap pemerintah, kemudian memformulasikan aspirasi rakyat tersebut 

dalam bentuk RUU Pemilu, yang antara lain menyodorkan kemungkinan 

dilaksanakannya Pemilu dengan cara proporsional terbuka dan saat ini 

menjadi perdebatan sengit di DPR-RI. 

Kita akui, dengan sistem proporsional terbuka, yang akan tampil pada 

Pemilu hanyalah orang-orang yang cukup dikenal masyarakat atau dikenal 

konsituennya. Dengan begitu, rakyat pemilih tahu yang dipilihnya, tidak 

seperti membeli kucing di dalam karung, sebagaimana yang kerap kita 

lakukan. Dengan cara ini, maka jangan harap akan muncul orang-orang yang 

tidak dikenal, karena ia pasti tidak akan dipilih. Hanya persoalannnya, apakah 

cara ini telah menjawab pertanyaan yang paling hakiki dari masyarakat 

Akibatnya, hanya untuk menentukan apakah Pemilu perlu 

menggunakan sistem proporsional terbuka dan tertutup saja sampai berlarut-

larut, menelan waktu, pemborosan biaya, dan sebagainya-sebagainya yang 

sebenarnya tidak perlu. Padahal, bagi kita, apakah sistem proporsional 

terbuka, atau proporsional tertutup sesungguhnya tidak berbeda. Karena 

sebagian besar masyarakat kita sebenarnya tidak pernah mempersoalkan 
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"jalan" tersebut, yang dipersoalkan adalah setelah mereka duduk menjadi 

anggota legislatif atau pegang jabatan di eksekutif.9 

Pada para Rasul , ahl al- hall wa al-’aqd adalah para sahabat. Yaitu 

mereka yang diserahi tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain 

yang berkaitan dengan kemaslahatan  umum.  Para pemuka sehabat yang 

sering beliau ajak musyawarah, mereka yang pertama-tama masuk Islam (al-

sabiqul al- awwalun), para sahabat yang memiliki kecerdasan dan pandangan 

luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetian yang tinggi terhadap Islam, 

dan mereka sukses melaksanakan tugasnya baik kaum Ansar maupun dari 

kaum muhajirin. 

Pada masa khulafa’al-Rasyidun polanya tidak jauh berbeda dari masa 

Nabi . golongan ahl al- hall wa al-’aqd  adalah para pemuka sahabat yang 

sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, Usman 

dan Ali . Hanya pada masa Umar, ia membentuk  Team Formatur  yang 

beranggotakan  enam  orang untuk memilih khalifah sesudah ia wafat.10  

Selama periode empat khalifah pertama yang lurus  (al-khulafa’ar- 

rasyidun) (632 M.- 661 M), metode yang berlainan telah dipergunakan dalam 

pengangkatan khalifah. Dalam segalam hal, pengangkatan diperkuat bay’ah 

dari masyarakat muslim. Pada  umumnya, metode-metode yang dipergunakan 

salama masa tersebut mempunyai ciri yang sama yaitu, memilih orang terbaik 

                                                 
9 htt://www. Arief Turatno  Sistem pemilu proporsional terbuka tertutup sama saja 
(opini)30.05 2009   
10 Suyuti Pulungan,  Fiqih Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ) h, 70-71 
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melalui pemilihan awal, pencalonan dan suatu badan pemilih yang diikuti 

bay’ah pribadi dan diperkuat dengan bay’ah umum.11  

Sedangkan dalam fiqih siyasah disebutkan  Al- mawardi dan para 

ulama sunni pada umumnya menanamkan orang yang melakukan 

musyawarah dengna ahl al –hal wa al-’aqd (orang yang berhak melepas dan 

mengikat). Maksudnya adalah orang yang dapat  memutuskan sesuatu atau 

membatalkannya. Sementara ibn taimiyah menanamkan mereka dengan ahl 

al- syaukah.  Namun pada hakikatnya, kedua istilah  ini menunjukkan suatu 

kelompok dalam masyarakat yang dapat dijadikan tempat untuk bertanya. Dan 

rujukan demi kepentingan masyarakat tersebut. Kelompok ini  setidaknya 

terdiri dari orang-orang yang berpengaruh di dalam masyarakat.  Dengan 

demikian ahl al- hall wa al-’aqd atau ahl Al- saykah dapat dikatakan sebagai 

wakil masyarakat untuk memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat 

bersangkutan sehingga terdapai kemaslahatan hidup mereka.12  

Sedangkan teori Ibnu Taimiyah  dijelaskan bahwa  pengangkatan 

pejabat untuk mengurusi perkara  kaum muslim ini mutlak harus 

dilajksanakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pilihan yang amat selektif 

bagi orang-orang yang pantas (al-mustahiqqin) untuk memangku jabatan 

tersebut pejabat-pejabat yang menjadi deputi (muwwab) di berbagai kota 

(amshar), para Gubernur, (umara’) yang mewakili kepada pemerintah (dzawi 

                                                 
11  Mumtaz Ahmad,Masalah-Masalah  (Teori Politk Islam) h, 63 
12 Iqbal Muhammad, Fiqih Siyasah, : h, 188 
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as- sulthan) di daerag, kepala pengadilan (hakim); juga panglima-panglima 

militer dan seterusnya mulai dari panglima tertinggi sampai yang terendah, 

dan juga para pejabat di bidang keuangan, seperti menteri-menteri urusan 

keuangan (wuzara’) pengumpulan dana, pengurus dana untuk ilmu  

pengetahuan dan seni, penarikan pajak kharraj dan zakat serta harta-harta lain 

yang dimiliki kaum muslimin. 13   

Dengan demikian sudah menjadi suatu kewajiban dari pemimpin 

pemerintahan  (waliyyul amri) untuk mengangkat orang yang paling 

kompoten dan layak yang dia dapati untuk menyandang tugas itu.14  

Sesuai surat Ali- Imran,3: 159 dijelaskan  

$yϑÎ6sù 7π yϑômu‘ z ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹ Î= xî É= ù=s) ø9 $# (#θ ‘ÒxΡ]ω ô ÏΒ 

y7Ï9 öθ ym ( ß#ôã $$sù öΝåκ÷] tã ö Ï øó tGó™$#uρ öΝçλm; öΝèδö‘ Íρ$x©uρ ’Îû Íö∆ F{ $# ( #sŒ Î* sù |MøΒz• tã 

ö≅©. uθ tG sù ’n? tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t,Î#Ïj. uθ tGßϑø9 $# ∩⊇∈∪  

 
 

Artinya  

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 
terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya.15 

 
                                                 

13 Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar’iyah (Etika Politk Islam),h,4-5  
14 Ibid, h 3  
15 Depag, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  h, 103 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji 

melalui penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana sistem pemilu proporsional terbuka dalam penguatan keanggotaan 

DPR  RI? 

2. Bagaimana tinjaun fiqih siyasah terhadap Sistem pemilu proporsional terbuka 

dalam penguatan keanggotaan DPR RI? 

C. Kajian pustaka  

Wacana tentang Sistem pemilu proporsional terbuka dalam penguatan 

keanggotaan DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 

2008 mengenai pemilihan umum anggota DPR,DPD, dan DPRD terhadap  di 

lembaga legislatif merupakan wacana yang baru muncul seiring dengan akan 

dilangsungkanya  pemilu legislatif  2009. Oleh karena itu secara spesifik 

belum ada yang mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah judul 

skripsi ini . 

Mengenai tema ataupun pembahasan tinjauan fiqih siyasah terhadap 

sistem pemilu proporsional terbuka dalam penguatan keanggotaan DPR RI 

Sebagai obyek penelitian secara spesifik yang belum pernah diangkat 

ataupun dikaji dalam satu penelitian meskipun diketahui ada beberapa literatur 

yang membahas tentang sistem dalam pemilu proporsional terbuka. 
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Adapun hasil penelitian yang berupa karya ilmiah atau skripsi antara lain: 

1. Konsepsi parliamentary threshold menurut UU No. 10 TAHUN 2008 

(tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD)serta penerapan pada 

pemilu 2009 dalam mewujudkan demokrasi konstitusional di 

Indonesia (study analisis fiqih siyasah), Nur 'Aini Itasari, Fakultas 

Syariah tahun 2008 

2. Perihal pemilu, sigit pamungkas (laboratorium jurusan ilmu 

pemerintahan UGM), tahun 2009. 

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan terhadap tinjauan fiqih 

siyasah terhadap sistem pemilu proporsional terbuka dalam penguatan 

keanggotaan DPR RI 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui  Bagaimana sistem pemilu proporsional terbuka 

dalam penguatan keanggotaan DPR RI 

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjaun fiqih siyasah terhadap Sistem 

pemilu proporsional terbuka dalam penguatan keanggotaan DPR RI 
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E. Kegunaan Penelitian 

Adapaun hasil kegunaan penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai 

tambah dan manfaat sebagai berikut: 

 

1. Aspak Teoritis (keilmuan) 

a. Hasil penelitian tentang sistem pemilu proporsional terbuka 

dalam penguatan keanggotaan DPR RI 

b. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam arti membangaun sistem politik yang kuat di Indonesia 

serta memperkaya dan memperluas khazanah pengetahuan dan 

dijadikan perbandingan dalam menyusun pemelitian 

selanjutnya. 

2. Aspek praktis 

a. Memberikan pemahaman dan wawasan tentang sistem pemilu 

proporsional terbuka dalam penguatan keanggotaan DPR  RI hasil 

penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan suatu ilmu di 

masyarakat untuk lebih mengenal sistem pemilu. 

F. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan pemahaman  dalam penulisan skripsi ini, 

penulis memandang perlu untuk mendeskripsikan judul skripsi ini. 
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Sistem  :Metode, cara yang teratur (untuk   melakukan   

sesuatu),  susunan    cara.16  

Proporsional terbuka  : Partai yang dinilai memberikan kepercayaan   

penuh kepada masyarakat pemilih 

untuk menetapkan siapa yang menjadi wakilnya di 

Dewan. 

Fiqih siyasah  : Adalah menjadi pisau analisis dalam 

pembahasan sistem pemilu proporsional terbuka 

fokus pembahasan fiqih siyasah akan di 

kemukakan lembaga pemerintahan (legislatif) 

ahl al –hal wa al-’aqd. 17  yang banyak dimaknai 

sebagai lembaga pengadilan atau pemberi fatwa 

seperti sistem pemerintahan islam parlemen 

berperan sebagai lembaga konsultatif . Syuru  

bukan untuk membuat atau menetapkan UU 

karena hukum adalah mutlak hak Allah (al- 

Qur’an dan al- Hadits) terkecuali ada masalah 

yang  belum tercakup dalam al- Qur’an maka 

para sahabat yang dipimpin menjadi anggota ahl 

al –hal wa al-’aqd  dapat berijtihad  untuk 

                                                 
16 Pius A Partanto dan M. dahlan Al Barry, kamus popular, h, 712 
17 Iqbal Muhammad, hal 143 
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menentukan aturan-aturan yang belum tercakup 

dalam al- qur’an dengan tetap berpedoman pada 

kitab al- Qur’an  dan al- hadits yang merupakan 

sumber hukum dalam negara Islam. Selain itu 

fiqih siyasah akan dibahas bagaimana pemilihan 

anggota legislatif (ahl al –hal wa al-’aqd)  

 

G. Metode Penelitian 

Jenis skripsi ini merupakan study kepustakaan (library research) maka 

sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah buku-buku, literatur, 

Koran, internet dan sebagainya. 

1. Data yang dikumpulkan 

a. Data tentang sistem pemilu proporsional terbuka dalam 

penguatan keanggotaan DPR dan kelembagaan DPR RI 

b. Data tentang sistem pemilihan Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd  

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini terdiri atas dua macam sumber data yaitu sumber 

data primer dan sekunder yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Sumber data Primer 

1) Al-Qur'an 

2) Al-Hadits 

3) UUD 1945 Pasca Amandemen 
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4) UU No. 10 TAHUN 2008 tentang pemilihan anggota 

DPR, DPD dan DPRD. 

b. Sumber data Sekunder. 

1) Pokok-pokok hukum Tatanegara Indonesia Pasca 

Amandemen UUD 1945 , Titik triwulan tutik, 2006 

2) Perihal pemilu, sigit pamungkas, 2009 

3) Fiqih Siyasah (kontekstualisasi doktrin politik islam), 

Drs. Muhammad Iqbal, M. Ag, 2001 

4) Fiqih Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat 

Dalam Rambu-Rambu Syariah) Prof. H.A Djazuli, 

2003 

5) Al-Ahkam As-Sulthaniyah (hukum-hukum 

penyelenggaraan  Negara dalam syariat islam,) imam 

Mawardi, 2007,  

6) Siyasah Syar’iyah (Etika Politik Islam), Ibnu 

Taimiyah. 2005 

7) Fiqih Siyasah (Ajaran Sejarah Dan  Pemikiran ), 

Suyuthi Pulungan.  1999  
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3. Tehik pengumpulan data 

 Sesuai dengan bentuk penelitiannya, yaitu library research 

yakni tehnik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang diperoleh 

dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dengan mengutip secara langsung maupun tidak langsung. 

4. Tehnik Analisis data 

 Tehnik yang dipakai dalam analisis data pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Deskriptif Analisis 

Dengan pola pikir deskriptif  yaitu dengan cara menuturkan 

dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul 

sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang 

permasalahan yang akan dibahas, metode ini digunakan untuk 

menganalisis dari segi fiqih siyasahnya  

b. Deduktif 

 Metode yang digunakan untuk membahas pembahasan 

dengan mempergunakan teori-teori, dalil-dalil yang bersifat 

umum dalam pembahasan ini. Untuk selanjutnya dikemukakan 

kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus. 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 16

H. Sistematika Pembahasan 

 Untuk mempermudah memahami dan mempelajari apa yang ada 

dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika 

pembahasan. Sehingga antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya saling 

berkaitan dan merupakan satu-kesatuan yang saling menopang.  

Adapun sistematinya sebagai berikut: 

Bab Pertama, Merupakan pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum 

yang memuat pola dasar penulisan yang meliputi: latar belakang, rumusan 

masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi 

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, Merupakan pembahasan tentang  sistem  pemilu proporsional 

terbuka dalam fiqih siyasah yang meliputi proses  pemilihan Ahl Al- Hall Wa 

al-’Aqd  

Bab ketiga, Merupakan uraian tentang sistem  pemilu proporsional terbuka 

dalam  penguatan keanggotaan DPR RI menurut UU No.10 TAHUN 2008. 

Bab keempat, merupakan analisis fiqih siyasah terhadap penggunaan sistem 

pemilu proporsional terbuka dalam penugatan keanggotaan DPR RI  menurut 

UU No.10 TAHUN 2008. 

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran 
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BAB II 
 

SITSEM SYURA’ AHL AL- HALL WA AL-’AQD 
 

A Pengertian Syura’ dalam Fiqih Siyasah 

1. Syura’ dalam Fiqih Siyasah 

Syura’ Secara Bahasa ( ةًغَلُ ) asal katanya, َرَاش رُوْشُيَ - ارًوْشَ - ارًايَشِ - - 

ةًرَايَشِ رَاشَمَ –  ةًرَاشَمَ -  yang maknanya: 

a. Mengeluarkan Saripatinya, seperti dalam kalimat: َعَرَش لَسْعَلا  هُرُشْيَ   

ارًوْشَ عَدَيَ = نْأَ  جَرَخْيَ   

b. Menguji, seperti dalam kalimat: ُتُرْش ةَبَّادَّلا  اهَتُرْوَّشَوَ   

Syura’ Secara Definisi ( احًلاَطِصْإِ ): 

a. Mengeluarkan pendapat (mencari pemecahan) dari orang yang memiliki 

pengetahuan/pengalaman tentang masalah tersebut. 

b. Memahami permasalahan melalui pengujian dari berbagai aspek/sudut 

pandang dengan melalui pertolongan orang lain.1 

Kata syura’ berasal dari kata sya-wa-ra yang secara etimologis berarti 

mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sejalan dengan perngertian ini, kata 

syura’ atau dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah mengandung makna 

segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk 

pendapat untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian 

                                                 
1 http://www.al-ikhwan.net/kewajiban-melaksanakan-mentaati-syura-wujub-asy-syura-126/ 
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lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan 

demikian, keputusan yang diambil berdasarkan syura’ merupakan sesuatu 

yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.2  

Dalam sejarah Islam pembentukan lembaga Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd  

pertama kali dilakukan oleh pemerintah bani umayyah di Spanyol Khalifah al- 

Hakim II (961-976 M) membentuk majelis al- syura yang  beranggotakan 

pembesar-pembesar Negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. 

Kedudukan anggota majelis syura’ ini setingkat dengan pemerintah. Khalifah 

sendiri bertindak langsung menjadi ketua  lembaga  tersebut. Majelis  inilah 

yang melakukan musyawarah  dalam masalah-masalah hukum  dan membantu 

khalifah melaksanakan pemerintah Negara . jadi daulat Umaiyah II di Spanyol 

menghidupkan lembaga legislatif yang telah hilang dalam sejarah politik  

Islam sejak zaman Mu’awiyah yang berkuasa di Damaskus. 

Islam telah mewajibkan dan menjadikannya sebagai salah satu dasar 

dari dasar-dasar hukum  dan politik namun,Islam tidak membuat satu sistem 

khusus dan tidak merincikan hukum-hukumnya. Tujuan dari hal itu agar 

rakyat ikut andil dalam perkara musyawarah, dan rincian partisipasi atau 

andilnya diserahkan kepada mereka, dan perkara perincian partisipasi atau  

andilnya diserahkan kepada mereka, dan perkara perincian ini pun berbeda-

beda sesuai perbedaan  sosial kemasyarakatan  di satu masa dan satu tempat. 

Tindak bijak apabila membuat satu sistem musyawarah hanya sesuai dengan 
                                                 

2 Muhammad iqbal, h,185 
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keadaan di masa awal –awal saja.  Jika rasulullah saw  membuat satu sistem 

musyawarah, pasti rakyat menjadikannya sebagai perkara agama dan mereka 

terapkan di setiap masa dan tempat maka hal ini adalah sesuatu yang tidak 

mungkin cocok di setiap tempat.  

Musyawarah termasuk perkara yang sistem dan batasanya tidak dibuat 

sebagai rahmat untuk manusia buka kerena lupa. Memberikan keleluasaan 

kepeda mereka dan memberikan hak penuh kepada mereka untuk memilih apa 

yang bisa diterima oleh akal dan dipahami oleh manusia, dan selama 

tujuannya adalah dasar musyawarah serta untuk menciptakan undang-undang 

yang adil, yang menyatukan rakyat bukan menceritakannya yang 

mengembangkan dan membangun bukan meruntuhkan dan membinasakan,3 

Rasyid Ridla berkaitan dengan perwakilan ini telah berkata demikialah 

di kalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan 

kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu  

menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-

masalah kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut  dengan  ahlus syura 

atau  Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd di dalam Islam . Pengangkatan khalifah 

tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka itulah yang memilihnya  serta 

                                                 
3 Farid Abdul Khaliq.Fikih Politik Islam, h 72-73 
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memba’at-nya dengan kerelaanya. Mereka itulah yang disebut dengan  wakil 

masyarakat pada bangsa-bangsa yang lainnya.4 

Istilah yang lebih popular dipakai pada awal pemerintahan Islam 

tentang hal ini adalah ahl al- syura’. Pada masa khalifah yang empat  

khususnya pada masa Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian berapa 

sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan 

Negara dan memilih pengganti kepala Negara. Mereka asalah enam orang 

sahabat senior yang ditunjuk Umar untuk melakukan musyawarah 

menentukan siapa yang  akan menggantikannya setelah ia meninggal. 

Memang pada masa ini ahl al- syura’ atau Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd  belum 

lagi terlembaga dan berdiri sendiri . namun pada  pelaksanaannya para sahabat 

senior telah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam menentukan 

arah kebijaksanaan Negara dan pemerintahan.5 

Islam mewajibkan kepada penguasa untuk bermusyawarah  dalam  

perkara-perkara umum sebagaimana yang telah kami jelaskan namun namun 

kami tidak  menemukan baik di dalam Al- Qur’an atau sunnah sebutan atau 

spesifikasi apa yang disebut dengan Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd. 

Namun kami hanya menemukan dalam praktik rasulullah Saw dan 

para khalifa Ar- Rasyidin, musyawarah dengan beragam gambaran dan  

peritiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam Islam 

                                                 
4 Djazuli, Fiqih Siyasah (Implementasi  Kemaslahatan Dalam Rambu-Rambu 

Syariah), h,75-76 
5 Muhammad Iqbal, h. 138 
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untuk bermusyawarah dengan dewan  permusyawaratan, dan tidak bersikap 

egois yang  hanya memegang  pendapatnya sendiri dalam perkara itu.  Juga 

menunjukkan sejauh mana komitmen penguasa dengan pendapat dewan  

permusyawaratan tersebut.6  

Alasan Islam tidak membuat satu sistem bagi musyawarah sama 

alasanya dengan Islam tidak membuat satu sistem politik yang merincikan 

hukum dan kekhalifaan. Hal itu sejalan dengan tabiat seluruh perundang-

undangan Islam, yakni keistimewaannya dengan elastisitas sempurna yang 

membawa kepada kelayakan untuk diterapkan.7  

Bentuk musyawarah itu tidak lain kecuali apa yang dikenal dengan Ahl 

Al- Hall Wa al-’Aqd  atau Dewan Perwakilan Rakyat Ahlul Ikhtiyar di awal  

Islam, yang mereka telah dipercaya oleh rakyat dengan keilmuan dan  

kecedenkiawanan mereka serta keikhlasan mereka . Juga  dengan  keseriusan 

mereka dalam membuat hukum-hukum yang diperlukan, baik yang  berkenan  

dengan peraturan sipil, politik dan administratif . Mereka termasuk dalam kata 

ulil amri yang Allah SWT mewajibkan rakyat untuk mentaati mereka.8  

 

 

 

                                                 
6 Farid Abdul khaliq, , h. 78 
7 Ibid  73 
8 Farid Abdul khaliq, h, 82 
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Sebagai tambahan bagi berbagai persyaratan konstitusional  dan legal 

untuk keanggotaan suatu badan legislatif , harus dicantumkan persyaratan –

persyaratan mental dan moral sebagaimana yang telah digariskan oleh Al- 

Qur’an dan Al sunnah untuk memegang jabatan ini. 9 

2 Dasar Hukumnya 

Al-Qur’an menggunakan kata “syura” dalam tiga ayat. Pertama, surat 

al-Baqarah 2:233 yang membicarakan kesepakatan (Musyawarah) yang harus 

ditempuh suami istri kalau mereka ingin menyapih anak sebelum dua tahun. 

Sedangkan ayat yang kedua dan ketiga, yaitu; surat ali imran 3:159 dan al-

syura 42:38 berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Berikut 

ayat Tersebut: 

$yϑ Î6sù 7π yϑômu‘ z ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹Î= xî É= ù= s) ø9 $# (#θ ‘Ò xΡ]ω ô ÏΒ 

y7Ï9 öθ ym ( ß#ôã $$sù öΝ åκ÷] tã ö Ïøó tGó™$#uρ öΝçλm; öΝèδö‘ Íρ$x©uρ ’Îû Íö∆ F{$# ( # sŒ Î* sù |MøΒz• tã ö≅©. uθ tG sù 
’n?tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t,Î#Ïj. uθ tGßϑø9 $# ∩⊇∈∪  

 
Artinya  

 
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 
terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah 
mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu . Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya.10 

                                                 
9 Quraish Shihab, Hukum Dan Konstitusi (Sistem Politik Islam Abu A’la Al Maududi), h,345 
10 Depag, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  h, 103 
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tt Ï%©!$#uρ (#θç/$yftGó™$# öΝÍκÍh5tÏ9 (#θãΒ$s% r&uρ nο 4θ n=¢Á9 $# öΝèδã øΒr&uρ 3“u‘θ ä© öΝæη uΖ÷ t/ $£ϑÏΒ uρ öΝ ßγ≈ uΖø% y— u‘ 
tβθ à) ÏΖãƒ ∩⊂∇∪  

  
Artinya  

 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami 
berikan kepada mereka.11 

 

Dalam dua ayat terakhir diatas, Allah menyebutkan bahwa yang di 

musyawarahkan adalah al-amr (wa syawirhum fi al-amr) dan (wa amruhum syura 

bainahum). Kedua, dengan siapa musyawarah tersebut dilakukan, sebagai dikutib, 

Quraish Shihab, Nabi pernah menasehatkan pada Ali.12  

Wahai ali, jangan bermusyawarah dengan orang penakut, karena dia 

mempersempit jalan keluar. Jangan juga dengan orang kikir, karena dua 

menghambat engkau dari tujuanmu. Juga tidak dengan yang berambisi, karena 

dia akan memperindah untuk mu keburukan sesuatu. Ketahuialah wahai ali, 

bahwa takut, kikir dan ambisi merupakan bawaan yang sama. Semua prasangka 

buruk kepada Allah.13 

 

                                                 
11 Depag, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  h, 208 
12 Ibid, 186. 
13 Iqbal Muhammad, 185 
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Namun ditinjau dari bagaimana Nabi Muhammad memperoleh 

kekuasaan atas masyarakat madinah, adalah berdasarkan perjanjian dengan 

penduduk madinah. Perjanjian yang dikenal dengan bai’ah al-aqobah. Dalam 

kacamata teori politik modern dapat disejajarkan dengan teori kontrak sosial, 

tentunya dalam batasan-batasan yang agak longgar. Menurut teori ini, 

masyrakat atau rakyat sepakat untuk memberikan sebagian haknya kepada 

pihak lain (pemimpin) untuk diperintah dan diatur kehidupannya agar 

terjamin kebebasan sebagai kompesasi.14 

Ada dua ayat yang menyebutkan secara jelas akan adanya musyawarah 

dan setiap satu dari dua ayat itu petunjuk masing-masing 

Pertama firman Allah SWT dan bermusyawarahlah dengan mereka 

dalam urusan itu  (QS surat al- imran ayat 159) 

Perintah disana sekalipun ditunjukkan kepada rasulullah saw, tetapi 

perintah itu juga ditunjukkan kepada pemimpin tertinggi Negara Islam 

disetiap masa dan tempat, yakni wajib melakukan musyawarah dengan rakyat 

dalam segala perkara umum dan menetapkan hak partispasi politik bagi rakyat 

di Negara muslim sebagai salah satu hak dari hak-hak allah  yang tidak boleh 

dihilangkan. 

Pelanggaran  penguasa atas hak itu termasuk di antara  kemungkaran 

terbesar, karena bagitu besarnya kerusakan dan kemudaratan yang diakibatkan 

                                                 
14 Ibid ,h, 38. 
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oleh setiap pelanggaran itu terhadap masyarakat dan Negara juga individu 

masyarakat. 

Tindak melakukan musyawarah adalah tindakan kesewenang-

wenangan yang terlarang. Oleh karena itu, pengawasan atas penguasa yang 

melakukan itu termasuk kewajiban terbesar bagi rakyat untuk mencegah 

terjadinya hal itu, dan rakyat berhak memberhentikannya jika tidak mau 

bertaubat. 

Itu menunjukkan bahwa Allah SWT menghendaki politik kaum 

muslimin ini berjalan berdasarkan prinsip musyawarah, tidak ada seorang pun 

yang merasa dizalimin. 

Kedua firman Allah  swt sedang urusan mereka  (diputuskan) dengan 

musyawarah antara mereka. (QS Asy-Syura’) Ayat 38.15 

Dasar sebutan ini juga ada dalam mereka yang disebut dengan umat 

dalam firman-Nya. Surat Ali Imran ayat (3):104).16 

 ä3tFø9 uρ öΝ ä3Ψ ÏiΒ ×π ¨Βé& tβθ ãã ô‰tƒ ’n< Î) Îö sƒ ø:$# tβρ ã ãΒù'tƒuρ Å∃ρ ã ÷è pR ùQ$$Î/ tβöθ yγ÷Ζ tƒuρ Ç tã Ìs3Ψ ßϑø9 $# 4 
y7Í× ¯≈ s9 'ρé&uρ ãΝ èδ šχθ ßsÎ=ø ßϑø9 $# ∩⊇⊃⊆∪  

Artinya  
 
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung17. 
 

                                                 
15 Farid Abdul khaliq, h, 51 
16 ibid, h, 82 
17 Depag, Al-Qur’an dan Terjemahannya h, 93 
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3. Bentuk syura’ dalam fiqih siyasah  

Pembentukan lembaga  syura’ dirasa perlu dalam pemerintahan Islam, 

mengigat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara 

bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu menciptakan kemaslahatan 

umat Islam. Para ahli fiqih siyasah menyebutkan  beberapa alasan pentingnya 

pelembagaan majelis syura’ ini, yaitu:  

a. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai 

pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-

undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang  bisa diajak 

musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan 

pembentukan  perundang-undangan. 

b. Rakya secara individual  tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan 

musyawarah di suatu  tempat, apalagi diantara  mereka pasti ada yang 

tidak mempunyai pandangan tajam dan tidak mampu berfikir kritis. 

Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. 

Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan 

masyarakat. 

c. Musyawarah  hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas 

kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan 

musyawarah , dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana. 
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d. Kewajiban amar ma’ruf nahy munkar hanya bisa dilakukan apabila ada 

lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara  pemerintah 

dan rakyat. 

e. Kewajiban taat kepada ulu al- amr  (pimpinan umat) baru  mengikat 

apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah. 

f. Ajaran Islam sendiri yang menekankan perlunya  pembentukan lembaga 

musyawarah sebagaimana dalam surat al- syura, ayat 42:38 dan Ali- 

Imran,3: 159.18 

$yϑ Î6sù 7π yϑômu‘ z ÏiΒ «!$# |MΖÏ9 öΝßγs9 ( öθ s9 uρ |MΨ ä. $̂à sù xá‹Î= xî É= ù= s) ø9 $# (#θ ‘Ò xΡ]ω ô ÏΒ 

y7Ï9 öθ ym ( ß#ôã $$sù öΝ åκ÷] tã ö Ïøó tGó™$#uρ öΝçλm; öΝèδö‘ Íρ$x©uρ ’Îû Íö∆ F{$# ( # sŒ Î* sù |MøΒz• tã ö≅©. uθ tG sù 
’n?tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# = Ït ä† t,Î#Ïj. uθ tGßϑø9 $# ∩⊇∈∪  

Artinya  
 
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut 
terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila 
kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya..19 

                                                 
18 Muhammad Iqbal,  h, 142-143 
19 Depag, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h, 789 
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Disamping  itu, nabi sendiri menekankan dan melaksanakan 

muysawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijaksanaan 

pemerintahan.20   

Perkara-perkara ini mendorong para pakar dibidang perbandingan 

antara  undang-undang konstitutional modern  dan fikih politik Islam untuk  

mengatakan bahwa dewan-dewan palementer sama dengan mejelis 

permusyaratan  atau  ahli syura’ dalam Islam.21 

B  Kedudukan dan Wewenang Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd 

1 Pengertian Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd  

Secara harfiyah, Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd  berarti orang-orang yang 

dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli fiqih siyasah merumuskan 

pengertian  Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd sebagai  orang yang memiliki 

kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat 

(warga negara). Dengan kata lain  Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd adalah  lembaga 

perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi aatu suara 

musyawarah.  Anggota Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd ini terdiri dari orang-orang 

yang berasal dari berbagai kalangan dan profesi. Merekalah yang antara lain 

bertugas  menetapkan dan mengangkat kepala Negara sebagai pemimpin. 

pemerintahan .22   

                                                 
20 Muhammad Iqbal, h, 143 
21 Farid Abdul khaliq, , h, 80 
22 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam) h, 137-138s 
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Istilah Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd mulai dalam kitab-kitab para ahli 

tafsir dan ahli fiqih setelah masa Rasulullah Saw. Mereka berada  di antara 

orang-orang yang dinamakan dengan Ash- shahabah.23 

Rasyid Ridla berkaitan dengan perwakilan ini telah berkata demikialah 

di kalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan 

kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu  

menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-

masalah kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut  dengan  ahlus syura 

atau  Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd di dalam Islam . Pengangkatan khalifah 

tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka itulah yang memilihnya  serta 

memba’at-nya dengan kerelaanya. Mereka itulah yang disebut dengan  wakil 

masyarakat pada bangsa-bangsa yang lainnya.24 

Istilah yang lebih popular dipakai pada awal pemerintahan Islam 

tentang hal ini adalah ahl al- syura’. Pada masa khalifah yang empat  

khususnya pada masa Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian berapa 

sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan 

Negara dan memilih pengganti kepala Negara. Mereka asalah enam orang 

sahabat senior yang ditunjuk Umar untuk melakukan musyawarah 

menentukan siapa yang  akan menggantikannya setelah ia meninggal. 

Memang pada masa ini ahl al- syura’ atau Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd  belum 

                                                 
23 Farid Abdul Khaliq.Fikih Politik Islam, h 78  
24 Djazuli, Fiqih Siyasah (Implementasi  Kemaslahatan Dalam Rambu-Rambu Syariah), h,75-76 
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lagi telembaga dan berdiri sendiri . namun pada  pelaksanaannya para sahabat 

senior telah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam menentukan 

arah kebijaksanaan Negara dan pemerintahan.25 

Islam mewajibkan kepada penguasa untuk bermusyawarah  dalam  

perkara-perkara umum sebagaimana yang telah kami jelaskan namun namun 

kami tidak  menemukan baik di dalam Al- Qur’an atau sunnah sebutan atau 

spesifikasi apa yang disebut dengan Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd. 

Namun kami hanya menemukan dalam praktik rasulullah Saw dan 

para khalifa Ar- Rasyidin, musyawarah dengan beragam gambaran dan  

peritiwa yang semuanya mengukuhkan akan komitmen penguasa dalam Islam 

untuk bermusyawarah dengan dewan  permusyawaratan, dan tidak bersikap 

egois yang  hanya memegang  pendapatnya sendiri dalam perkara itu.  Juga 

menunjukkan sejauh mana komitmen penguasa dengan pendapat dewan  

permusyawaratan tersebut.26  

Berangkat dari praktek yang dilakukan al- khulafa’ al- rasyidun inilah 

para ulama siyasah merumuskan  pandangannya tentang Ahl Al- Hall Wa al-

’Aqd  menurut mereka , para khalifah tersebut , dengan empat cara pemilihan 

yang berbeda-beda, dipilih oleh pemuka umat Islam untuk menjadi kepala 

negara. Selanjutnya pemilihan ini diikuti dengan sumpah setia (bay’ah) umat 

Islam secara umum terhadap khalifah terpilih berdasarkan cara-cara tersebut. 

                                                 
25 Muhammad Iqbal, h. 138 
26 Farid Abdul khaliq, , h. 78 
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Al- mawardi menguraikan perbedaan pendapat  ulama tentang berepa jumlah 

Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd  yang dapat dikatakan representasi pilihan rakyat 

untuk  mengangkat kepala Negara.27  

Kaum muslimin saat itu tidak memerlukan terlaksanannya pemilihan 

Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd itu lewat pemilu dengan melihat suara terbanyak 

dari kaum muslimin atau dengan cara penobatan langsung oleh Rasul atau 

khalifah. Namun saat itu  dengan pemilihan spontan yang secara alami du 

saring oleh realita hidup dan sikap masyarakat, yang melihat dari sisi 

pemahannya terhadap agama  kecerdasan, dan keutamaannya. 

Realiatas masalah kelompok Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd dan pemilu 

adalah seperti masalah  kekhalifaan sebagaimana yang dikatakan oleh ibnu 

khaldun yakni termasuk  kemaslahatan umum yang semua pengaturannya 

diserahkan kepada rakyat. Hal itu tidak  termasuk masalah-masalah yang 

berkaitan dengan ibadah atau kenyakinan, tetapi termasuk dari adapt.. 

Tidak diragukan lagi bahwa banyakya sebutan kelompok Ahl Al- Hall 

Wa al-’Aqd dalam turats fiqih kita sejak awal Islam yang mereka adalah 

“Dewan Perwakilan Rakyat” atau Ahlul Ikhtiyar  yang  para khalifah selalu 

merujuk kepada mereka dalam perkara-perkara rakyat juga berkomitmen 

dengan pendapat mereka, dan mereka mempunyai hak untuk memilih atau 

menobatkan khalifah juga menghentikannya. Yang terdiri dari para ulama, 

para  pemimpin suku dan pemuka masyarakat, menguatkan kekuasaan besar 
                                                 

27 Muhammad Iqbal, 138-139 
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yang dimiliki kelompok ini (Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd) dan jelas menunjukkan  

bahwa kelompok itu merupakan lembaga legislatif.28  

2 Bentuk Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd 

Pembentukan lembaga  Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd dirasa perlu dalam 

pemerintahan Islam, mengigat banyaknyta permasalahan kenegaraan yang 

harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang tajam, sehingga mampu 

menciptakan kemaslahatan umat Islam.  

Disamping  itu, nabi sendiri menekankan dan melaksanakan 

muysawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijaksanaan 

pemerintahan.29   

Perkara-perkara ini mendorong para pakar dibidang perbandingan 

antara  undang-undang konstitutional modern  dan fikih politik Islam untuk  

mengatakan bahwa dewan-dewan palementer sama dengan mejelis 

permusyaratan  atau  ahli syura’ dalam Islam.30 

Pada masa modern, sejalan dengan masuknya pengaruh pemikiran 

politik barat terhadap Islam pemikiran tentang Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd  juga 

berkembang.para ulama siyasah mengemukakan pentingnya pembentukan 

lembaga perwakilan Rakyat atau DPR/ MPR sebagai representasi dari 

kehendak rakyat. Mereka  mengemukakan gagasan tentang Ahl Al- Hall Wa 

al-’Aqd   ini dengan mengombinasikannya dengan pemikiran-pemikiran 

                                                 
28 Farid Abdul khaliq, , h ,79 
29 Muhammad Iqbal, h, 143 
30 Farid Abdul khaliq, , h, 80 
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politik yang berkembang di barat. Dalam praktiknya mekanisme pemilihan 

anggota Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd   atau DPR ini menurut Anshari dilakukan 

melalui beberapa cara:  

1) Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala. Dalam  pemilu ini 

anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih angggota 

Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd   sesuai dengan pilihannya  

2) Pemilihan anggota Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd   melalui seleksi dalam 

masyarakat. Dalam hal ini masyarakat akan melihat orang-orang yang 

terpandang  dan mempunyai integritas pribadi serta memiliki perhatian 

yang besar  untuk kepentingan umat. Merekalah yang kemudian dipilih 

untuk menjadi anggota Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd   

3) Disamping itu, ada juga anggota Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd   yang diangkat 

oleh kepala negara  

Diatara ketiga cara demikian ,cara yang pertamalah yang lebih kecil 

kelemahannya, karena cara ini mencerminkan kehendak rakyat secara bebas. 

Mereka tidak perlu merasa takut untuk memilih siapa calon anggota Ahl Al- 

Hall Wa al-’Aqd   yang akan mewakilinya, sesuai dengna pilihan terbaiknya . 

sedangkan cara kedua sangat subyektif sehingga bisa menimbulkan 

penyimpangan . sementara cara yang ketiga tidak kondusif  bagi independensi 

anggota Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd   untuk bersikap kritis terhadap penguasa, 

karena ia dianggkat oleh kepala negara. Dengan demikian posisi 

tersubordinasi oleh kepala negara. Dalam  konteks ini, pengalaman bangsa 
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indonesia yang menggunakan sistem pengangkatan  disamping pemilihan 

dalam menentukan anggota Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd    selama Orde Baru, 

mungkin dapat dijadikan contoh, betapa  mereka  tidak mampu bersikap kritis 

terhadap kebijaksanaan penguasa  yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat.31 

Abu A’la al- maududi disamping menyebutkan dengan Ahl Al- Hall 

Wa al-’Aqd, ahl syura’; juga menyebutkan dengan dewan penasehat 

(consultative  assembly). 

Dari uraian para ulama tentang  Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd ini tampak 

hal-hal sebagai berikut: 

a) Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd adalah pemegang kekuasaan  tertinggi yang 

mempunyai wewenang untuk memilih dan memba’at imam. 

b) Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd  mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan  

masyarakat kepada yang maslahat. 

c) Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd mempunyai wewenang membuat undang-

undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak 

diatur secara tegas oleh Al- Qur’an dan hadits. 

d) Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd tempat konsultasi imam di dalam  menentukan 

kebijakannya. 

e) Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd mengawasi jalannya pemerintahan, wewenang 

nomor 1 dan 2 mirip dengan wewenang MPR, wewenang nomor 3 dan 5 

                                                 
31 Muhammad Iqbal, opcit  h, 143-144 
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adalah wewenang DPR, dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA 

di Indonesia sebelum  amandemen uu 1945. 

Abdur kadir audah menyebut lima macam kelembagaan yaitu:  

i. al- sultah al- tanfidhiyah (eksekutif) 

ii. al- sultah al- tasyri’iyah (legislatif) 

iii. al- sultah al- qadla’iyah  (yudikatif) 

iv. al- sultah al- maaliyah (bank sentral) 

v. al- sultah al- mu’raqabah  (lembaga pengawasan).32 

3 Tugas  dan Wewenang Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd 

Tugas dan wewenang Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd (legislatif)  merupakan 

lembaga yang berdasarkan terminologi  fiqih  disebut sebagai “lembaga 

penengah dan pemberi fatwa” (Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd). Cuku jelas bahwa 

suatu Negara  yang didirikan  dengan dasar  kedaulatan de jure  Tuhan tidak 

dapat  melakukan legislasi yang bertolak belakang dengan Al- Qur’an dan Al- 

Sunnah, sekaligus  konsensus rakyat menuntutnya.33 

Dari perintah-perintah ini, maka secara otomatis timbul prinsip bahwa 

lembaga legislatif dalam Negara Islam sama sekali tidak berhak membuat 

perundang-undangan yang bertentangan dengan tuntunan –tuntunan Tuhan 

dan Rasul-Nya dan semua cabang legislasi, meskipun telah disahkan oleh 

                                                 
32 Djazuli, Fiqih Siyasah (Implementasi  Kemaslahatan Dalam Rambu-Rambu 

Syariah), h,76-77 
33 Quraish Shihab , h,245 
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lembaga legislatif harus secara ipso facto dinggap ultravires dari undang-

undang dasar.34 

Oleh karenanya diantara kewajiban yang paling ditekankan untuk 

menjamin adanya hukum Islam yang bijaksana adalah pemilihan umum 

presiden atau parlemen harus bersih dan bebas, tidak dikotori oleh tipuan, 

pemalsuan  ataupun pemaksaan . jika tidak maka hilangkan keabsahannya dan  

pengaruhnya.35 

Lembaga legislatif  dalam suatu negara Islam memiliki sejumlah 

fungsi yang harus dilakukannya: 

a. Jika terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari tuhan dan Rasulullah 

Saw, meskipun legislatif tidak dapat mengubah atau menggantinya,maka 

hanya legislatiflah yang akan kompeten untuk menegakkannya dalam 

susunan dan bentuk  pasal demi pasal, menggunakan definisi-definisi yang 

relevan serta rincian rinciannya , serta menciptakan peraturan-peraturan 

dan undang-undang untuk mengundangkannya. 

b. Jika pedoman Al- Qur’an dan Al- Sunnah mempunyai kemungkinan 

interpetasi lebih dari satu, mak legislatiflah yang berhak  memutuskan 

penafsiran mana yang harus di tempatkan dalam kitab undang-undang 

dasar. Untuk tujuan ini tidak ada tawar menawar  lagi bahwa lembaga 

legislatif ini harus beranggotakan kumpulan orang-orang terpelajar yang 

                                                 
34 Ibid , h, 245 
35 Farid Abdul khaliq, , h, 44 
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memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menafsirkan perintah-perintah 

Al- Qur’an dan yang dalam memberikan berbagai keputusan tidak akan 

melepaskan diri dari jiwa atau isi syari’ah. Pada dasarnya  harus diakui 

bahwa untuk tujuan perundang-undangan suatu lembaga legislatif  harus 

memiliki kewenangan untuk  memberikan fatwa mengenai penafsiran 

mana yang harus lebih dipilihnya ini berbagai hukum , kecuali bahwa 

penafsiran itu hanya satu dan bukan merupakan pelanggaran atau 

penyimpangan semu dari hukum. 

c. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam al- Qur’an dan Al- sunnah, fungsi 

lembagai legislatif  ini adalah untuk menegakkan hukum-hukum yang 

berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya  dengan selalu menjaga 

jiwa hukum Islam. Dan jika sudah ada hukum-hukum dalam bidang yang 

sama yang telah tercantum dalam kitab-kitab fiqh¸ maka dia bertugas  

untuk menganut salah satu diantaranya. 

d. Jika dan dalam masalah apa pun Al- Qur’an dan Al Sunnah tidak 

memberikan pedoman yang sifatnya dasar sekalipun atau masalah ini juga 

tidak ada dalam konvensi Al- Khulafa , Al Rasyidun , maka kita harus 

mengartikan bahwa Tuhan telah membiarkan kita bebas melakukan 

legislasi mengenai masalah ini menurut apa yang terbaik. Oleh 

karenanya,dalam kasus semacam ini, lembaga legislatif  dapat 

merumuskan hukum tanpa batasan , sepanjang tidak bertentangan dengan 
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jiwa  dan semanga syari’ah  prinsip yang menyatakan bahwa apa pun yang 

tidak diharamkan  itu halal hukumnya.36   

Fungsi badan legislatif menurut negara-negara modern  dewasa ini, 

yang terpenting adalah: 

1) Menentukan kebijakan dan membuat undang-undang untuk itu, badan 

legislatif  (dewan perwakilan rakyat) diberi hak inisiatif, hak untuk 

mengadakan  amandemen terhadap rancangan undang-undang yang 

disusun oleh pemerintah  (badan eksekutif), dan hak budget 

2) Mengontrol badan eksekutif , dalam arti mejaga agar semua tindakan 

badan eksekutif sesuai dengan kebijakan –kebijakan yang telah 

ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, badan legislatif diberi 

hak-hak kontrol khusus, seperti :  

a) Hak untuk mengajukan pertanyaan 

Anggota badan legislatif berhak untuk mengajukan 

pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan, kepada badan 

eksekutif  pemerintah. dan pemerintah berkewajiban untuk 

memberi jawaban.  

b) Hak interpelasi  

Anggota badan legislatif mempunyai hak interpelasi, yaitu 

hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai  

kebijakannya di suatu bidang. Badan eksekutif  pemerintah juga 
                                                 
36 Quraish Shihab opcit , h,246-247 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 39

memberi penjelasan masalah tersebut kepada anggota legislatif  

yang mengajukan interpelasi itu.biasanya, jawaban itu 

diberikannya dalam sidang pleno badan legislatif.   

c) Hak angket 

Anggota badan legislatif  mempunyai hak untuk 

mengadakan penyelidikan sendiri tentang sesuatu masalah yang 

berkenan dengna kebijakan yang dilakukan  oleh badan eksekutif. 

Untuk keperluan ini dapat dibentuk suatu panitia angket, yang 

anggotanya terdiri atas anggota legislatif, yang bertugas 

melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif 

lainnya.selanjutnya, anggota itu merumuskannya dan 

mengajukannya kepeda pemerintah (badan eksekutif) untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dan perhatian.    

d) Hak mosi 

Anggota badan legislatif  mempunyai hak untuk 

mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Di dalam 

sistem parlementer kabinet, yang kepala eksekutif dipimpin oleh 

seorang menteri ,jika mosi tidak percaya telah diajukan  oleh badan 

legislatif dengan suara mayoritas, kabinet harus mengundurkan 

diri.37 

 
                                                 

37 Abdul Qadir Djaelani,  , h, 190-191 
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Berbeda  dengan fungsi badan legislatif di dalam sistem negara 

modern , yang umumnya  dianut oleh negara-negara  di dunia sekarang ini, 

fungsi badan legislatif (majelis syura’) di dalam sistem negara Islam lebih 

luas dan lebih kuat, yaitu: 

i. Hak untuk mengangkat dan memilih khalifah 

ii. Hak untuk mencatat dan memberhentikan khalifah 

iii. Hak untuk membuat undang-undang dan kebijakan.38   

 

 

                                                 
38 Ibid, h, 190-191 
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41 

BAB III  
 

SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA DALAM PENGUATAN 

KEANGGOTAAN DPR RI 

 

A. Sistem Proporsional Terbuka  

Menurut Farrel, sistem proporsional  selalu diasosiasikan dengan nama 

4 empat orang, yaitu Thomas Hare (Inggris), Victor d’hondt (Belgia), Eduard 

Hagenbach-Bischoff (Swiss), dan A . Saint Legue (Perancis). Meskipun 

demikian menurut Farrel  asosiasi itu tidak selamanya tepat sebab kemunculan 

sistem proporsional adalah berhimpitan dengan perekembangan demokrasi  

perwakilan, dan terutama dengan perluasan Universitas  hak pilih dan 

perkembangan partai massa.1  

Dalam Undang-Undang pemilu  Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dewam perwakilan daerah, dan 

dewan perwakilan rakyat daerah. Yang tercantum dalam pasal 5 pemilu 

dilaksanakan asas langusng , umum ,bebas,  rahasia, jujur dan adil.2 

Seperti yang tercantum dalam Dalam Undang-Undang pemilu  Nomor 

10 Tahun 2008 tentang pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dewam 

perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Yang tercantum 

dalam pasal 5 ayat (1) disebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD 

                                                 
1 Pamungkas Sigit, Perihal Pemilu, hal 30 
2 Afnil Guza, Udang-Undang  Pemilu NOMOR 10 TAHUN 2008, h.6 
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provinsi, dan DPRD kabupaten / kota dilaksanakan dengan sistem 

proporsional terbuka3 

Sistem proporsional terbuka, karena rakyat dan sebagian para politisi, 

menganggap sistem Pemilu dengan cara proporsional tertutup anti demokrasi, 

kontra produktif dan juga bertentangan dengan cara transparansi yang tengah 

kita galakkan. Sementara pemilih (konstituen) tidak merasa terwakili, karena 

mereka hanya disodori gambar, tanpa mengetahui siapa yang harus mereka 

pilih. 

Dengan sistem proporsional terbuka, yang akan tampil pada Pemilu 

hanyalah orang-orang yang cukup dikenal masyarakat atau dikenal 

konsituennya. Dengan begitu, rakyat pemilih tahu yang dipilihnya, tidak 

seperti membeli kucing di dalam karung, sebagaimana yang kerap kita 

lakukan. Dengan cara ini, maka jangan harap akan muncul orang-orang yang 

tidak dikenal, karena ia pasti tidak akan dipilih. Hanya persoalannnya, apakah 

cara ini telah menjawab pertanyaan yang paling hakiki dari masyarakat4 

Pemilihan umum (Pemilu) yang berjalan dengan lancar, aman dan 

sukses jadi modal bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Perkembangan 

terakhir situasi politik dan ekonomi di Indonesia menjelang pemilu cukup 

baik dan bisa  menjadi prasyarat untuk perbaikan dan pertumbuhan ekonomi. 

Memasuki pemilu, para penguasa bankir dan praktisi ekonomi lainnya . 

                                                 
3 Ibid h .7 
4 htt://www. Arief Turatno  Sistem pemilu proporsional terbuka tertutup sama saja 
(opini)30.05 2009 
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berharap stabilitas politik dan ekonomi. Harapan tersebut  dibebankan tidak 

hanya kepada  para politisi, tapi juga kepada rakyat semua. Sebab di tangan 

rakyatlah keamanan dan stabilitas dapat terwujud atau tidak.5 

Sejauh ini pemilu masih merupakan cara yang terbaik bagi rakyat 

untuk memilih pemimpinnya; cara  yang cenderung tidak melibatkan rakyat. 

Bahwa pilihan rakyat itu di kemudian hari ternyata salah, maka rakyat mesti 

ikut bertanggungjawab, misalnya dengan tidak memilihnya lagi, inilah  

kelebihan mekanisme demokrasi: verifikasi , cek  ulang, dan perbaikan, tidak 

absolute dan ditentukan satu atau beberapa orang. 

Sebagai istrumen demokrasi pemilu berusaha mewujudkan  cita-cita 

demokrasi  yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Namun karena tidak mungkin semua rakyat ikut memerintah, maka 

diciptakanlah demokrasi tidak langsung. Rakyat memilih wakilnya untuk 

memegang pemerintahan dalam periode tertentu. Namun rakyat tetap bisa 

menilai apakah mereka pantas dipilih kembali  pada periode berikutnya, atau 

ditolak karena dinilai gagal pemerintah secara damai. 

UUD 1945 menganut paham kedaulatan rakyat. Itu artinya konstitusi 

kita meneguhkan jalan demokrasi yang hendak kita tempuh. Oleh karena itu, 

UUD 1945 tidak hanya membagi dan mengatur kekuasaan  lembaga-lembaga 

penyelenggara Negara, tetapi juga mengatur bagaimana para penyelenggara 

Negara itu dipilih. Para penyelenggara yang harus dipilih lewat pemilu adalah 
                                                 

5 Nazaruddin Sjamsuddin, Komisi Pemilihan Umum, h,215 
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: anggota DPR, DPD dan DPRD , Presiden dan wakil Presiden, serta kepala 

daerah yang terdiri dari Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, serta walikota dan wakil walikota,6   

Dalam Undang-Undang 1945 dan amandemenya dijelaskan sebagai 

berikut : 

Pasal  19 

a. Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat dipilih  melalui pemilihan umum  

b. Susunan Dewan  Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.7 

Dalam sistem  ini proporsi kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai 

politik dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan 

proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihaanya alam sistem 

ini dikenal istilah district magnitude, sebab setia distrik berwakil majemuk  

(>1). Variasi dari sistem ini adalah  dafra proporsional representation, dan 

single transferable vote.8 

B .Sistem Pemilu DPR 

Sistem Pemilu DPR pada pemilu 2009 menerapkan sistem 2,5 % PT. 

Artinya hanya parpol yang mencapai perolehan suara nasional sebesar 2,5 % 

dari jumlah seluruh suara sah nasional-lah yang akan (berhak) mendapatkan 

                                                 
6 Anwar  Adnan, M Hidayat Rahmat, Buhanudin, Menumbuhkan  Pemilihan kritis,  h, 2 
7 Fokusmedia, Undang-Undang 1945 dan Amandemenya, h, 10    
8 Pamungkas Sigit, Perihal Pemilu, hal 30 
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kursi di DPR. Selanjutnya parpol yang tidak mencapai suara sebesar 2,5 % 

tersebut, suaranya akan hilang alias hangus alias tidak punya kursi DPR RI.9   

Sistem pemilu yang dipakai adalah sama dengan sistem pemilu yang 

digunakan pada sebelumnya, yaitu sistem perwakilan proporsional terbuka  

(proportional representation  sistem  open list). Secara  teoritik, sistem itu 

menjadikan partai politik akan memperoleh kursi yang sebanding  dengan 

perolehan suara.10   

Dalam pemilu 2009 terdapat penambahan jumlah anggota DPR yang 

dipilih dari pemilu sebelumnya menjadi 560 orang wakil penambahan jumlah 

tersebut satu sisi untuk menjawab penambahan jumlah provinsi akibat 

pemekaran wilayah dan secara bersamaan untuk mengatasi masalah  

disproporsionalitas suara pemilih jawa dan luar jawa, serta standarisasi  

proporsi jumlah penduduk dengan jumlah kursi di parlemen. 

Secara prinsip , sistem pemilu yang dipakai masih melanjutkan sistem 

pemilu sebelumnya, yaitu sistem proporsional meskipun dengan melakukan 

beberapa modifikasi. Konsep representasi atau daerah pemilihan yang dipakai 

adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi . Untuk pemilu DPR, jumlah 

kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan (district magnitude) 

berkisar antara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) kursi. Sementara itu, 

                                                 
9  htt://www. Indra Jaya Rajagukguk.  Tips pilih parpol   31.03 2009 
10 Pamungkas Sigit, Perihal Pemilu, hal 113 
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untuk pemilu DPRD kursi yang diperebutkan di setiap daerah pemilihan 

berkisar antara 3 sampai dengan 12 kursi.11 

Tabel 3.1 

Jumlah daerah pemilihan dan kuota anggota DPR yang di pilih  

di setiap provinsi pada pemilu 2009 

Pemilu  2004 Pemilu  2009 

No 
Urut Provinsi 

Jumlah 
Daerah 

Pemilihan 
Anggota DPR 

Disttrct 
Magnitude 

Jumlah 
Daerah 

Pemilihan 
Anggota 

DPR 

Disttrct 
Magnitude 

1 NAD  2 13 2 13 
2 Sumatera Utara * 3 29 3 30 
3 Sumatera barat 2 14 2 14 
4 Riau  1 11 2 11 
5 Jambi  1 7 1 7 
6 Sumatera selatan  * 2 16 2 17 
7 Benkulu 1 4 1 4 
8 Lampung * 2 17 2 18 
9 Kepuluan Riau  1 3 1 3 

10 Bangka Belitung  1 3 1 3 
11 DKI Jakarta 2 21 3 21 
12 Jawa Barat  *** 10 90 11 91 
13 Jawa Tengah * 10 76 10 77 
14 Di Yogyakarta 1 8 1 8 
15 Jawa Timur *** 10 86 11 87 
16 Banten  * 2 22 3 22 
17 Bali  1 9 1 9 
18 Nusa Tenggara Barat * 1 9 1 10 
19 Nusa tenggara Timur  2 13 2 13 
20 Kalimantan Barat 1 10 1 10 
21 Kalimantan Tengah 1 6 1 6 
22 Kalimantan Selatan** 1 11 2 11 
23 Kalimantan Timur  1 8 1 8 
24 Kalimantan Timur 1 6 1 6 
25 Sulawesi Tengah 1 6 1 6 
26 Sulawesi Selatan** 2 24 3 24 
27 Sulawesi  Tenggara 1 5 1 5 

                                                 
11 Ibid, h, 143 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 47

28 Gorontalo  - - 1 3 
29 Sulawesi  barat  1 3 1 3 
30 Maluku * 1 3 1 4 
31 Maluku  Utara  1 3 1 3 
32 Papua  1 10 1 10 
33 Papua Barat  1 3 1 3 

  69 550 77 560 
 

Sumber data KPU Pusat  yang diiolah 

Keterangan :  

 * : daerah yang berubah besaran districk magnitude (district magnitude) 
 ** : daerah yang berubah jumlah dapilnya / distriknya (number of district) 
 *** : daerah yang berubah jumlah dapilnya dan district manitudntya 

 

Dalam kandidasi anggota DPR setiap partai politik dapat mengajukan 

calon sebanyak- banyaknya  120%  (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang 

ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. Pada setiap tiga calon , partai harus 

menyertakan sekurang-kurangnya 1 calon perempuan (kuota 30% dalam 

pencalonan). Dengan demikian, apabila di sebuah daerah pemilihan terdapat 10 

kursi  yang diperebutkan dan partai mengajukan daftar calon dalam jumlah 

maksimal yaitu % dari 10 kursi sama dengan 12 calon, partai harus perempuan 

disetiap tiga nama calon. Cara menempatkan calon perempuan bisa di setiap 

kalipatan tiga ataupun dua. 

Dalam format kertas suara dicantumkan nama dan tanda gambar partai 

serta daftar calon anggota DPR dari setiap berdasarkan nomor urut.  Cara 

penyuaraan (balloting) yang dipakai adalah dengan menandai salah satu diantara 
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gambar partai , nomor urut calon, atau nama calon. Suara tidak sah apabila 

memberi tanda lebih dari satu kali pada kertas suara12  

Parliamentary threshold  ini dijadikan dasar yang  diikutsertakan dalam 

penentuan perolehan kursi partai. 

Penghitungan perolehan kursi partai untuk DPRD tidak berbeda dengan 

pemilu 2004. sementara itu, pada penentuan perolehan kursi DPR terdapat 

modifikasi yaitu menggunakan sistem sisa suara terbesar (largest remainder) 

varian hare dengan bersyarat. Penentuan perolehan kursi partai dilakukan setelah 

dilakukan pengurangan suara dari partai-partai yang tidak memenuhi 

Parliamentary threshold  , dan sisa  kursi yang belum habis dibagi pada 

penghitugan pertama di sebuah daerah pemilihan diberikan kepada partai  yang 

mendapatkan suara lebih dari 50% BPP. Apabila terdapat sisa kursi di sebuah 

daerah pemilihan tetapi perolehan suara sisa partai tidak mencapai 50% BPP 

maka suara partai diakumulasikan ditingkat provinsi untuk  dibuat bilangan 

pembagi pemilih baru untuk menentukan kursi. Secara lebih baik, berikut adalah 

mekanisme penentuan perolehan kursi partai  

a. Penentuan perolehan jumlah kursi didasarkan atas hasil penghitungan seluruh 

suara sah hasil penghitungan  seluruh sah dari setiap  partai politik setelah 

dikurangi perolehan suara  partai-partai yang tidak memenuhi  parliamentary 

threshold  (PT) sebesar 2,5 % 

                                                 
12 Ibid h, 144-145 
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b. Dari hasil penhitungan seluruh suara sah tersebut, yaitu setelah dikurangi 

suara partai yang tidak lolos parliamentary threshold, kemudian ditetapkan 

angka bilangan pembagi pemilih (BPP) DPR . caranya adalah dengan 

membagi jumlah kursi di satu daerah pemilihan. 

c. Setelah ditetapkan angka BPP, dilakukan penhitungan perolehan kursi sebagai 

berikut: 

1) Pertama, membagi jumlah suara sah yang diperoleh suatu suatu daerah 

pemilihan  BPP DPR. 

2) Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan 

kursi tahap kedua. Caranya adalah dengan membagikan jumlah sisa kursi 

yang belum terbagi kepada partai yang memperoleh suara sekurang-

kurangnya 50% (lima puluh persentase) dari BPP DPR. 

3) Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dilakukan penghitungan tahap  

kedua. Dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap ketiga caranya 

adalah: 

a) Seluruh sisa suara partai dikumpulkan di provinsi untuk menentukan 

BPP DPR yang baru di provinsi  yang bersangkutan. BPP DPR yang 

baru di provinsi yang bersangkutan ditetapkan dengan membagi 

jumlah sisa suara sah seluruh partai dengan jumlah sisa kursi (BPP 

DPR- Provinsi) 
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b) Penetapan perolehan kursi partai pada penghitungan ketiga diberikan 

kepada partai yang mencapai BPP DPR yang baru di provinsi yang 

bersangkutan. 

4) Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR 

yang baru , penetapan  perolehan kursi partai dilakukan dengan membagi 

sisa kursi kepada partai di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai 

semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak (largest 

remainder) 

5) Penetapan perolehan kursi partai pada penhitungan ketiga dialokasikan 

bagi daerah pemilihan yang masih memiliki sisa kursi. 

6) Dala hal daerah pemilihan adalah provinsi maka penghitungan sisa suara 

dilakukan habis di daerah pemilihan tersebut. 

Implikasi dari penghitungan perolehan kursi tesebut adalah penghitungan 

perolehan suara partai di DPR , partai partai besar akan diutungkan dan partai-

partai kecil dan menengah akan dirugikan.13 

 

C .Peserta Pemilu  DPR 

Menyogsong  pemilu 2009 , DPR  melakukan perubahan regulasi  

yang tekait  dengan  penyelenggara pemilu. Perubahan itu dimaksudkan untuk 

menjawab persoalan-persoalan mendasar yang muncul dalam pemilu 

sebelumnya. Beberapa  persoalan yang muncul dalam sistem pemilu 
                                                 

13 Ibid h, 146-148 
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sebelumnya diantara berupa repsentasi wakil rakyat. Proporsionalitas nilai 

kursi, pembentukan kepartaian  yang efektif, dan sebagainya, berusaha diatas.  

Terkait dengan masa depan politik Indonesia pemilu 2009 oleh  

banyak kalangan diyakini sebagai fase transisi elit politik lama elit baru. 

Generasi politik yang dibentuk dan dibesarkan pada masa ketika orde baru 

berjaya akan  berakhir, digantikan oleh generasi elit politik baru yang 

dibentuk pada masa ketika orde baru dan era reformasi. Pada masa ini, elit 

politik  lama akan berusaha  memaksimalkan karir politiknya pada pemilu 

2009 mereka yang belum mengeyam jabatan-jabatan strategis  pemerintahan. 

Seperti menteri DPR dan MPR, serta jabatan presiden dan wakil presiden 

akan berusaha direbut dengan usaha yang maksimal. Sambari itu, elit politik 

lama juga berusaha pada generasi politik berikutnya. Salah satu caranya 

adalah dengan menempatkan mereka yang masih memiliki hubungan darah ke 

dalam seleksi kandidat anggota legislative. Dengan kata lain sebelum generasi 

elit politik lama berakhir, mereka itu berusaha membentuk dinasti atau kian 

politik berbasis hubungan darah. 

Sementara itu, generasi politik baru juga berusaha muncul ke 

permukaan. Mereka secara maksimal juga berusaha dapat masuk dalam sistem 

politik melalui ini. Generasi politik yang lahir pada penghujung kekuasaan 

orde baru dan reformasi berusaha mendapatkan tempat yang strategis dalam 

struktur partai dan daftar calon anggota legislative. Mereka menyebar dan 
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berlomba-lomba dalam banyak partai untuk memastikan mereka mendapatkan 

tempat dalam konpetisi itu.14  

Selanjutnya ditentukan Daftar Caleg (Partai PT). Adapun calon 

legislatif (caleg) yang terpilih dalam suatu parpol adalah calon yang 

memenuhi sekurang-kurangnya 30 % dari BPP, dengan ketentuan (Pasal 214 

ayat 1) sebagai berikut : 

a. Calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 

30% BPP (misal kita sebut : caleg 30%) 

b. Bila jumlah caleg 30% lebih banyak dari jumlah kursi yang diperoleh 

parpol tersebut, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor 

urut lebih kecil  

c. Bila terdapat dua caleg 30% BPP,dengan perolehan suara yang sama, 

maka calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut 

lebih kecil  

d. Bila caleg 30% jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh 

parpol, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon 

berdasarkan nomor urut  

e. Dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 

30% BPP (kita sebut : parpol non caleg 30%), maka calon terpilih 

ditetapkan berdasarkan nomor urut. 

 
                                                 

14 Pamungkas Sigit, Perihal Pemilu, hal 131-132 
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D .Hasil pemilu DPR 

Penentuan perolehan Kursi DPR untuk Pemilu 2009 berbeda dengan 

Pemilu 2004, hal ini disebabkan adanya ketentuan Parliament Threshold (PT). 

Pada Pemilu 2009, parpol yang mendapatkan kursi DPR adalah parpol yang 

memperoleh PT sebesar 2,5 % ; yakni perolehan suara sah parpol tersebut, 

minimal mencapai 2,5 persen dari total suara sah pemilih.15 

Karena memang parpol tersebut tidak akan dilibatkan lagi dalam 

penghitungan kursi DPR. Uraian diatas, jelas diatur dalam UU No. 10 Tahun 

2008 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD, bunyinya sebagai berikut: 

Pasal 202  

a. Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara 

sekurang-kurangnya 2,5 % (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah 

secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. 

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam 

penentuan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota 

Pasal 203 

a. Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan 

suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1), tidak disertakan pada 

penghitungan perolehan kursi DPR di masingmasing daerah pemilihan.  

b. Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan 

ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah 
                                                 

15 htt://www. Indra Jaya Rajagukguk.  Tips pilih parpol   31.03 2009 
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suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas 

perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1).  

c. Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di suatu daerah pemilihan ditetapkan 

angka BPP DPR dengan cara membagi jumlah suara sah Partai Politik Peserta 

Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan jumlah kursi di satu 

daerah pemilihan.16 

Berdasarkan data tersebut, bila suatu Parpol tidak mencapai perolehan 

suara minimal 2,5 % dari suara sah nasional atau sebesar 3.097.500 suara, maka 

parpol tersebut tidak akan memperoleh kursi DPR untuk daerah pemilihan (dapil) 

manapun. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Afnil Guza, Udang-Undang  Pemilu NOMOR 10 TAHUN 2008, h.93-94  
17 htt://www. Indra Jaya Rajagukguk.  Tips pilih parpol   31.03 2009 
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Tabel. 3.2  

Perolehan suara dan kursi partai dalam pemilu 2009 

Perolehan suara  Perolehan kursi  
No  Nama partai  Jumlah  

suara  % Jumlah kursi  % 

1 Partai Hanura  3.922.870 3,77 15 2,68 
2 Partai Karya Peduli Bangsa 1.461.182 1,40   
3 Partai pengusaha dan pekerja Indoneia  745.625 0,72   
4 Partai peduli rakyat nasional  1.260.794 1,21   
5 Partai gerakan Indonesia raya  4.646.406 4,46 26 4,46 
6 Partai barisan nasional  761.086 0,73   
7 Partai keadilan dan persatuan Indonesia 934.892 0,90   
8 Partai keadilan sejahtera  8.206.955 7,88 59 10,54 
9 Partai amanat nasional  6.254.580 6,01 42 7,50 

10 Partai perjuangan  Indonesia baru  197.371 0,19   
11 Partai kedaulatan  437.750 0,40   
12 Partai persatuan daerah  550.581 0,53   
13 Partai kebangkitan bangsa  5.146.122 4,94 30 5,36 
14 Partai pemuda Indonesia  414.043 0,40   
15 Partai nasional Indonesia  marhaenisme 316.752 0,30   
16 Partai demokrasi pembaruan   896.660 0,86   
17 Partai karya perjuangan  351.440 0,34   
18 Partai matahari bangsa  414.750 0,40   
19 Partai penegak demokrasi Indonesia  137.727 0,13   
20 Partai demokrasi kebangsaan  671.244 0,64   
21 Partai republika nusantara  630.780 0,61   
22 Partai pelopor  342.914 0,33   
23 Partai kolongan karya  15.037.757 14,45 108 26,42 
24 Partai persatuan  pembangunan  5.533.214 5,32 39 6,96 
25 Partai damai sejahtera  1.541.592 1,48   
26 Partai nasional banteng kerakyatan Indo 468.696 0,45   
27 Partai bulan bintang  1.864.752 1,79   
28 Partai demokrasi  Indonesia perjuangan  14.600.091 14,03 93 16,61 
29 Partai bintang reformasi  1.264.333 1,21   
30 Partai patriot  547.351 0,53   
31 Partai demokrat  21.703.137 20,85 148 26,42 
32 Partai kasih demokrasi Indonesia  324.553 0,31   
33 Partai Indonesia sejahtera  320.665 0,31   
34 Partai kebangkitan nasional ulama 1.527.593 1,79   
41 Partai merdeka   111.623 0,11   
42 Partai persatuan nahdlatul ummah indo 146.779 0,14   
43 Partai serikat Indonesia  140.551 0,14   
44 Partai buruh  265.203 0,25   
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Penetapan perolehan kursi DPR diatur dalam Pasal 206, Pasal 207, Pasal 

208, Pasal 209 , Pasal 210, dan Pasal 211. Penetapan perolehan kursi tersebut 

terdiri atas 

beberapa tahap (bila masih terdapat sisa kursi), yakni :  

a) Tahap I (pasal 207 ayat 3) Dengan membagi jumlah suara sah yang 

diperoleh suatu Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan 

dengan BPP  

b) Tahap II (pasal 207 ayat 4) Dengan cara membagikan jumlah sisa kursi 

yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh 

suara sekurang kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP. 

c) Tahap III (pasal 207 ayat 5) Dengan cara seluruh sisa suara Partai Politik 

Peserta Pemilu dikumpulkan di provinsi untuk menentukan BPP baru.  

d) Tahap IV (pasal 208) Dengan cara membagikan jumlah sisa kursi kepada 

Partai Politik Peserta Pemilu yang memiliki sisa suara terbanyak di provinsi 

satu demi satu berturut-turut sampai habis. 

e)  Tahap V (pasal 209) Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum 

terbagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 dan sisa suara partai politik 

peserta pemilu sudah terkonversi menjadi kursi, maka kursi diberikan 

kepada partai politik yang mempunyai akumulasi perolehan suara terbanyak 

secara berturut-turut di provinsi yang bersangkutan18 

 
                                                 

18 Afnil Guza, Udang-Undang  Pemilu NOMOR 10 TAHUN 2008, h.95-96 
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BAB IV 

ANALISIS SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA 

 DALAM PENGUATAN KEANGGOTAAN DPR RI  

DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH 

 

A. Analisis Sistem  pemilu proporsional terbuka dalam penguatan keanggotaan  

      DPR RI  

Ilmu politik  barat telah mendahului kita sampai kepada sesuatu  

yang seharusnya kitalah yang lebih dahulu sampai kepadanya, dari pada 

beragam system kehidupan, umumnya dan sistem politik , khususnya 

seandainya kita tidak  tertimpa kelemahan dan keterbelakangan di segala 

bidang kehiudpan 

Dengan demikian , ia juga telah menetapkan satu prinsip  “sesuai 

undang-undang” dalam komunitas politik, salah satu prinsip terpenting 

yang  ditetapkan oleh Islam di bidang konstitusional politik, yang 

belakangan ini dikenal oleh ilmu politik barat  dan membuat beberapa 

gambaran penerapannya. 

Sistem proporsional terbuka, karena rakyat dan sebagian para 

politisi, menganggap sistem Pemilu dengan cara proporsional tertutup anti 

demokrasi, kontra produktif dan juga bertentangan dengan era transparansi 

yang tengah kita galakkan. Sementara pemilih (konstituen) tidak merasa 

terwakili, karena mereka hanya disodori gambar, tanpa mengetahui siapa 

yang harus mereka pilih. 
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Dengan sistem proporsional terbuka, yang akan tampil pada Pemilu 

hanyalah orang-orang yang cukup dikenal masyarakat atau dikenal 

konsituennya. Dengan begitu, rakyat pemilih tahu yang dipilihnya, tidak 

seperti membeli kucing di dalam karung, sebagaimana yang kerap kita 

lakukan. Dengan cara ini, maka jangan harap akan muncul orang-orang yang 

tidak dikenal, karena ia pasti tidak akan dipilih. Hanya persoalannnya, apakah 

cara ini telah menjawab pertanyaan yang paling hakiki dari masyarakat1 

Sistem Pemilu DPR pada pemilu 2009 menerapkan sistem 2,5 % PT. 

Artinya hanya parpol yang mencapai perolehan suara nasional sebesar 2,5 % 

dari jumlah seluruh suara sah nasional-lah yang akan (berhak) mendapatkan 

kursi di DPR. Selanjutnya parpol yang tidak mencapai suara sebesar 2,5 % 

tersebut, suaranya akan hilang alias hangus alias tidak punya kursi DPR RI.2   

Sistem pemilu yang dipakai adalah sama dengan sistem pemilu yang 

digunakan pada sebelumnya, yaitu sistem perwakilan proporsional terbuka  

(proportional representation  sistem  open list). Secara  teoritik, sistem itu 

menjadikan partai politik akan memperoleh kursi yang sebanding  dengan 

perolehan suara.3   

 

                                                 
1 htt://www. Arief Turatno  Sistem pemilu proporsional terbuka tertutup sama saja 
(opini)30.05 2009 
2  htt://www. Indra Jaya Rajagukguk.  Tips pilih parpol   31.03 2009 
3 Pamungkas Sigit, Perihal Pemilu, hal 113 
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Dalam pemilu 2009 terdapat penambahan jumlah anggota DPR yang 

dipilih dari pemilu sebelumnya menjadi 560 orang wakil penambahan jumlah 

tersebut satu sisi untuk menjawab penambahan jumlah provinsi akibat 

pemekaran wilayah dan secara bersamaan untuk mengatasi masalah  

disproporsionalitas suara pemilih jawa dan luar jawa, serta standarisasi  

proporsi jumlah penduduk dengan jumlah kursi di parlemen. 

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun1945 menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat 

dan dilaksanakanmenurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari” “kedaulatan 

berada di tanganrakyat” dalam hal ini ialah bahwa rakyat memiliki 

kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis 

memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan 

melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk 

mengawasi jalannya pemerintahan.  

Perwujudan kedaulatan rakyat dimaksud dilaksanakan melalui 

pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih 

wakilwakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, 

menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai 

landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 

menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan 

dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.  
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Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.  

Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan dengan menjamin prinsip 

keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia terjamin 

memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan 

aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. 

Dengan asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk 

memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati 

nuraninya, tanpa perantara. 

Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin 

keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak 

hati nurani. Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya 

tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya 

pada surat suara dengantidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam 

penyelenggaraan pemilu ini, penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, 

peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua 

pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, Setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan 

yang sama, serta bebas dan kecurangan pihak manapun. 
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Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang majemuk dan 

berwawasan kebangsaan, partai politik merupakan saluran untuk 

memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan 

rekrutmen pemimpin baik untuk tingkat nasional maupun daerah, serta untuk 

rekrutmen pimpinan berbagai komponen penyelenggara negara. Oleh karena 

itu, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai 

politik. Selain itu, untuk mengakomodasi aspirasi keanekaragaman daerah, 

sesuai dengan ketentuan Pasal 22 C Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dibentuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang 

anggota-anggotanya dipilih dari perseorangan yang memenuhi persyaratan 

dalam pemilihan umum bersamaan dengan pemilihan umum untuk memilih 

anggota DPR dan DPRD. 

Dalam pemilihan umum, keberadaan partai politik sebagai peserta 

ditandai dengan tanda gambar dan nama-nama calon anggota lembaga 

perwakilan dari partai yang bersangkutan. Untuk memudahkan rakyat dalam 

menentukan pilihannya, tanda gambar partai politik peserta pemilihan umum 

tentu harus berbeda antara satu partai politik dengan partai politik lainnya dan 

tidak boleh menggunakan simbol-simbol/tanda identitas kelembagaan yang 

dlgunakan oleh gerakan separatis atau organisasi terlarang. Bagi calon 

anggota DPD, keberadaan sebagai peserta pemilihan umum ditandai dengan 

pasfoto diri dan nama-nama calon anggota DPD yang bersangkutan. 

Pengaturan lebih lanjut mengenai keikutsertaan partai politik dan 
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perseorangan dalam pemilihan umum dituangkan dalam pasal-pasal undang-

undang ini.  

Agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan 

mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme 

pertanggungjawaban yang jelas, maka penyelenggaraan pemilihan umum 

harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu. Oleh karena 

itu, dipandang perlu untuk mengganti landasan hukum penyelenggaraan 

pemilihan umum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 

tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-

Undang, dengan undang-undang baru yang lebih komprehensif dan sesuai 

untuk menjawab tantangan permasalahan baru dalam penyelenggaraan 

pemilihan umum.  

Di dalam undang-undang ini diatur beberapa perubahan pokok tentang 

penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya 

yang berkaitan dengan penguatan persyaratan peserta pemilu, kriteria 
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penyusunan daerah pemilihan, sistem pemilu proporsional dengan daftar 

calon terbuka terbatas, dan penetapan calon terpilih, serta penyelesaian 

sengketa pemilu. Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk memperkuat 

lembaga perwakilan rakyat melalui langkah mewujudkan sistem multipartai 

sederhana yang selanjutnya akan menguatkan pula sistem pemerintahan 

presidensiil sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.4  

B. Analisis fiqih siyasah dalam pemilu proporsional terbuka dalam  

penguatan keanggotaan DPR RI 

Proses pengangkatan para khalifah maupun tentang pernyataan  dan pesan 

mereka masing-masing kepada rakyat sesuai pengukuhannya sebagai kepala 

Negara, serta kebijaksanaan mereka selanjutnya , kiranya dapat diambil beberapa 

analisis seperti barikut: 

1. Semasa empat Khalifah Al- Rasyidin tidak terdapat satu pola  yang  baku 

mengenai cara pengangkatan khalifah atau kepala Negara . Abu Bakar 

diangkat melalui pemilihan dalam satu musyawarah terbuka, terutama oleh 

lima tokoh yang mewakili semua unsur utama dari masyarakat Islam pada 

waktu itu, yakni Muhajirin dan Ansar, baik dari suku khazraj maupun dari 

suku Aus. Meskipun karena keadaan yang mendesak banyak tokoh-tokoh 

masyarakat yang lain tidak dikutsertakan  dalam perundingan itu.  Umar bin 

khattab diangkat  melalui penujukan oleh pendahulunya, dan tidak melalui 

                                                 
4Guza Afnil,  UU Pemilu  No 10 Tahun 2008, , h.134-137   
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pemilihan dalam pertemuan terbuka. Setelah abu bakar pribadi memutuskan 

bahwa umarlah yang paling tepat untuk menggantikanya, dia mengadakan 

konsultasi tertutup dengan beberapa sahabat senior. Utsman bin Affan 

diangkat melalui melalui pemilihan dalam satu pertemuan terbuka oleh 

dewan formatur yang terdiri dari lima diantara enam orang yang ditunjuk 

oleh pendahulunya, dan penujukkannya tidak berdasarkan perwakilan unsur 

tetapi atas dasar petimbangan kualitas pribadi masing-masing yakni karena 

mereka menurut Nabi  SAW adalah calon-calon penghuni surga. Mereka 

semua ber enam dari unsur muhajirin. Perlu pula ditambahkan di sini bahwa 

umar, pendahulu utsman, berpesan supaya menindak tegas mereka yang 

tidak setuju dengan pendapat mayoritas musyawarah tanpa hakuntuk berbeda 

pendapat. Ali bin Abu Thalib diangkat melalui pemilihan terbuka, tetapi 

dalam suasana kacau dan ketika hanya ada beberapa  tokoh senior 

masyarakat Islam yang tinggal di madinah. Oleh karenanya keabsahan 

pengankatan Ali ditolak oleh sebagian masyarakat, termasuk Mu’awiyah bin 

Abu Sufyan, Gubernur Suria. 

2. Kekhawatiran Abu Bakar bahwa kalau masalah penggtinya harus 

dibicarakan dalam musyawarah terbuka maka akan mengundang perpecahan, 

dan keprihatinan para tokoh masyarakat sepuluh setengah tahuh kemudian 

kalau saja sampai  Umar  keburu wafat sebelum sempat menunjuk  

penggantinya dan terakhir pesan umar agar tidak memberikan kesempatan 

orang untuk menolak keputusan mayoritas, merupakan petanda-pertanda 
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bahwa masyarakat Islam pada waktu itu belum cukup matang diajak 

menyelesaikan masalah-masalah seperti penenutan kepala Negara melalui 

musyawarah yang bebas dan terbuka. 

3. Kalau Nabi dahulu merupakan pemimpin tunggal dengan otoritas yang 

berlandaskan kenabian dan bersumberkan wahyu,  serta bertanggung jawab 

atas segala  tindakan beliau kepada Tuhan semata,  maka tidaklah demikian 

posisi para khalifah pengganti beliau antara dua peserta   dari suatu 

kesepakatan atau kontrak sosial yang memberikan kepada masing-masing 

hak dan kewajiban atas dasar timbal balik, seperti yang tercermin dalam 

baiat  yang disusul dengan pidato pengukuhan . kiranya dapat dikatakan  

bahwa para khalifah dan rakyat itu masing-masing terikat oleh kesepatakan 

hendak tetap dan terus melaksanakan ajaran Islam sebagaimana yang 

diwariskan oleh Nabi. Kemudian  pada tingkat selanjutnya kedua belah 

pihak bersepakat hendak  melestarikan dan mempertahankan kehidupan 

bernegara yang telah dirintis  oleh Nabi.dalam hal itu rakyat mempercayakan 

pengelolaan usulan mereka kepada para khalifah disertai janji kesetian. 

Sebaliknya, para khalifah menjamin terus tegaknya, serta bertanggung jawab 

atas kesejahteraan umum.  

4. Dalam sejarah empat Khalifah al –Rasyidin tidak juga terdapat petunjuk atau 

contoh tentang cara bagaimana mengakhiri  masa jabatan seorang kepala 

Negara.mereka berempat semuanya mengakhiri masa tugasnya karena wafat. 

Abu bakar meninggal setelah hamper dua setengah tahun memerintah, 
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sedangkan Umar, Utsman dan Ali berakhir kekhaklifahannya karena mati 

terbunuh setelah masing-masing memerintah selama sepuluh setengah tahun, 

dua belas tahun, dan sedikit kurang dari lima tahun.5 . 

Dalam dua ayat terakhir diatas, Allah menyebutkan bahwa yang di 

musyawarahkan adalah al-amr (wa syawirhum fi al-amr) dan (wa amruhum 

syura bainahum). Kedua, dengan siapa musyawarah tersebut dilakukan, 

sebagai dikutib, Quraish Shihab, Nabi pernah menasehatkan pada Ali.6  

Wahai ali, jangan bermusyawarah dengan orang penakut, karena dia 

mempersempit jalan keluar. Jangan juga dengan orang kikir, karena 

dua menghambat engkau dari tujuanmu. Juga tidak dengan yang 

berambisi, karena dia akan memperindah untuk mu keburukan 

sesuatu. Ketahuialah wahai ali, bahwa takut, kikir dan ambisi 

merupakan bawaan yang sama. Semua prasangka buruk kepada 

Allah.7 

Namun ditinjau dari bagaimana Nabi Muhammad memperoleh 

kekuasaan atas masyarakat madinah, adalah berdasarkan perjanjian dengan 

penduduk madinah. Perjanjian yang dikenal dengan bai’ah al-aqobah. Dalam 

kacamata teori politik modern dapat disejajarkan dengan teori kontrak sosial, 

tentunya dalam batasan-batasan yang agak longgar. Menurut teori ini, 

masyrakat atau rakyat sepakat untuk memberikan sebagian haknya kepada 

                                                 
5 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara. (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran)h,30-32  
6 Ibid, 186. 
7 Iqbal Muhammad, 185 
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pihak lain (pemimpin) untuk diperintah dan diatur kehidupannya agar 

terjamin kebebasan sebagai kompesasi.8 

Pada masa khulafa’al-Rasyidun polanya tidak jauh berbeda dari masa 

Nabi  SAW . golongan ahl al- hall wa al-’aqd  adalah para pemuka sahabat 

yang sering diajak musyawarah oleh khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar, 

Usman dan Ali . Hanya pada masa Umar, ia membentuk  Team Formatur  

yang beranggotakan  enam  orang untuk memilih khalifah sesudah ia wafat.9  

Metode pemilihan kepala Negara dalam Islam termasuk masalah-

masalah yang mempunyai bentuk politik konstitusional yang terpengaruh 

dengan kondisi dan keadaan masyarakat juga perubahan zaman 

Dasar dalam masalah ini adalah bahwa rakyat yang memiliki 

kekuasaan dalam memilih pemimpin , sementara Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd   

mewakili mereka, kecil jumlahnya dari rakyat, tetapi memiliki kapabilitas 

untuk memikul tanggug jawab memilih pemimpin.10 

Ulama lain berpendapat, bahwa dewan pemilih memilih siapa saja 

yang mereka kehendaki tanpa melalui undian. Jika dewan pemilih telah 

menjatuhkan pilihannya kepada orang terbaik di antara jama’ah kaum 

muslimin dan membaitnya sebagai imah (khalifah), kemudian setelah 

pembaitan tersebut ternyata ada orang yang lebih baik dari pada imam 

(khalifah) baru tersebut, maka bait tetap harus diberikan kepada imam 

                                                 
8 Ibid ,h, 38. 
9 Suyuti Pulungan,  Fiqih Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ) h, 70-71 
10 Ibid , h,79  
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(khalifah) tersebut dan  mereka tidak boleh memberikannya kepada orang 

kedua tersebut.11  

Disamping  itu, Nabi SAW sendiri menekankan dan melaksanakan 

muysawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijaksanaan 

pemerintahan.12   

Fakta –fakta sejarah tersebut menunjukkan praktek kontrak sosial telah 

dilakukan oleh umat Islam generasi pertama. Baru beberapa abad kemudian 

diteorikan  oleh Al- Mawardi , Yaitu pada abad XI sedangkan di Eropa teori 

kontrak sosial  baru muncul untuk pertama kalinya pada abad XVI. 

Sayangnya benih kontrak sosial tersebut tidak ditumbuhkembangkan 

oleh para juris muslim agar ia menjadi teori yang mapan. Tidak pula 

dipraktekkan oleh para penguasa muslim untuk memperoleh kedaulatan 

negara dan legitimasinya  bersumber  dari rakyat. Sebab yang mereka 

praktekkan adalah sistem monarki, dan dikatakan kedaulatan khalifah 

diperoleh dari Allah.13 

Prinsip mendasar dari sub bab  ini adalah mengetahui yang paling 

sesuai. hal ini akan dapar terealisasi bila mengetahui tujuan wewenang 

kekuasaan (walayat) serta cara  untuk mencapainya. Jika  tujuan dan sarana 

penunjang  telah dipahami secara baik, sempurnalah masalah itu, maka 

                                                 
11 Imam Al- Mawardi  Al-Ahkam As-Sulthaniyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan  Negara 

Dalam Syariat Islam,) h,7 
12 Ibid  h, 143 
13 Suyuti Pulungan,  Fiqih Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ) h, 74-75 
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tidaklah mengherankan bila mayoritas raja-raja atau pemimpin negeri yang 

cenderung pada kehidupan duniawi dan kelezatannya pastilah memilih para 

staf yang mendukung ambisi kekuasaan mereka sudah menjadi penguasa yang 

memiliki ambisi kekuasaan (ri’asah) bagi dirinya sendiri dengan lebih 

mendahulukan untuk mengangkat seseorang yang rela mendukung 

kepemimpinannya.14   

Apabila  mengalihkan suatu jabatan dari seseorang yang sebenarnya 

lebih layak dan tepat untuk mendudukinya kepada orang lain karena faktor 

ikatan kekeluargaan, loyalitas atau persahabatan, atau kesamaan asal daerah 

(balad), mazhab satu aliran atau satu  suku bangsa seperti Persia, Turki  dan 

Romawi, atau kerena uang sogokan (suap) ataupun kepentingan-kepentingan 

tertentu, atau sebab-sebab yang lain, merasa iri terhadap orang yang lebih 

berhak dan layak menduduki  posisi tersebut. Semua itu merupakan  bentuk 

pengkhianatan kepada Allah, Rasul-Nya dan kaum Mukminin. Hal ini 

tergolong larangan sebagaimana terantum dalam firman Allah.15 

Ibnu Taimiyah  menjelaskan bahwa  pengangkatan pejabat untuk 

mengurusi perkara  kaum muslim ini mutlak harus dilajksanakan. Oleh karena 

itu, perlu dilakukan pilihan yang amat selektif bagi orang-orang yang pantas 

(al-mustahiqqin) untuk memangku jabatan tersebut pejabat-pejabat yang 

menjadi deputi (muwwab) di berbagai kota (amshar), para gubernur, (umara’) 

                                                 
14 Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar’iyah (Etika Politk Islam),h,26-27 
15 Ibid h,6 
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yang mewakili kepada pemerintah (dzawi as- sulthan) di daerag, kepala 

pengadilan (hakim); juga panglima-panglima militer dan seterusnya mulai 

dari panglima tertinggi sampai yang terendah, dan juga para pejabat di bidang 

keuangan, seperti menteri-menteri urusan keuangan (wuzara’) pengumpulan 

dana, pengurus dana untuk ilmu  pengetahuan dan seni, penarikan pajak 

kharraj dan zakat serta harta-harta lain yang dimiliki kaum muslimin. 16   

Jika masalah ini benar-benar telah dipahami jelaslah bahwa tidak ada 

jalan keculai memilih yang paling layak dan sesuai (tepat). Namun kendala, 

orang yang benar-benar maumpuni dalam mengemban tugas walayat seperti 

jarang ditemui.maka, dalam kasus seperti ini agar yang baik menjadi pilihan, 

jika tidak berturut-turut yang terbaik diperingkat bawahnya yang  nanti 

menjadi pilihan dalam setiap penugasan jabatan (manshab), jika itu diterapkan 

dengan seleksi yang ketat (ba’da al ijtihad at- tam), dan pilihannya (akh-

dzuha) dalam penugasan walahat kepada yang memenuhi kriteria  

(bihaqqiha), maka yang melakukan seleksi  penugasan jabatan  itu telah 

melaksanakan kewajiban di bidangnya. Dengan menerapkan kebijakan itu, dia 

tergolong di antara para imam yang adil di sisi Allah, sekalipun beberapa hal 

masih terdapat kekurangan yang tidak memungkinkan untuk 

menghilangkannya.17  

                                                 
16 Ibid,4-5  
17 Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar’iyah  (Etika Politik Islam h,13-14 
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Islam telah mewajibkan dan menjadikannya sebagai salah satu dasar 

dari dasar-dasar hukum  dan politik namun,Islam tidak membuat satu sistem 

khusus dan tidak merincikan hukum-hukumnya. Tujuan dari hal itu agar 

rakyat ikut andil dalam perkara musyawarah, dan rincian partisipasi atau 

andilnya diserahkan kepada mereka, dan perkara perincian partisipasi atau  

andilnya diserahkan kepada mereka, dan perkara perincian ini pun berbeda-

beda sesuai perbedaan  sosial kemasyarakatan  di satu masa dan satu tempat. 

Tindak bijak apabila membuat satu sistem musyawarah hanya sesuai dengan 

keadaan di masa awal –awal saja.  Jika rasulullah saw  membuat satu sistem 

musyawarah, pasti rakyat menjadikannya sebagai perkara agama dan mereka 

terapkan di setiap masa dan tempat maka hal ini adalah sesuatu yang tidak 

mungkin cocok di setiap tempat.  

Musyawarah termasuk perkara yang sistem dan batasanya tidak dibuat 

sebagai rahmat untuk manusia buka kerena lupa. Memberikan keleluasaan 

kepeda mereka dan memberikan hak penuh kepada mereka untuk memilih apa 

yang bisa diterima oleh akal dan dipahami oleh manusia, dan selama 

tujuannya adalah dasar musyawarah serta untuk menciptakan undang-undang 

yang adil, yang menyatukan rakyat bukan menceritakannya yang 

mengembangkan dan membangun bukan meruntuhkan dan membinasakan,18 

 

                                                 
18 Farid Abdul Khaliq.Fikih Politik Islam, h 72-73 
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Rasyid Ridla berkaitan dengan perwakilan ini telah berkata demikialah 

di kalangan umat harus ada orang-orang yang memiliki kearifan dan 

kecerdasan di dalam mengatur kemaslahatan kemasyarakatan, serta mampu  

menyelesaikan masalah-masalah pertahanan dan ketahanan, serta masalah-

masalah kemasyarakatan dan politik. Itulah yang disebut  dengan  ahlus syura 

atau  Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd di dalam Islam . Pengangkatan khalifah 

tidaklah dibenarkan, kecuali apabila mereka itulah yang memilihnya  serta 

memba’at-nya dengan kerelaanya. Mereka itulah yang disebut dengan  wakil 

masyarakat pada bangsa-bangsa yang lainnya.19 

Istilah yang lebih popular dipakai pada awal pemerintahan Islam 

tentang hal ini adalah ahl al- syuru. Pada masa khalifah yang empat  

khususnya pada masa Umar, istilah ini mengacu kepada pengertian berapa 

sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan 

Negara dan memilih pengganti kepala Negara. Mereka asalah enam orang 

sahabat senior yang ditunjuk Umar untuk melakukan musyawarah 

menentukan siapa yang  akan menggantikannya setelah ia meninggal. 

Memang pada masa ini ahl al- syuru atau Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd  belum 

lagi terlembaga dan berdiri sendiri . namun pada  pelaksanaannya para sahabat 

                                                 
19 Djazuli, Fiqih Siyasah (Implementasi  Kemaslahatan Dalam Rambu-Rambu 

Syariah), h,75-76 
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senior telah menjalankan perannya sebagai wakil rakyat dalam menentukan 

arah kebijaksanaan Negara dan pemerintahan.20 

Islam mewajibkan kepada penguasa untuk bermusyawarah  dalam  

perkara-perkara umum sebagaimana yang telah kami jelaskan namun namun 

kami tidak  menemukan baik di dalam Al- Qur’an atau sunnah sebutan atau 

spesifikasi apa yang disebut dengan Ahl Al- Hall Wa al-’Aqd. 

                                                 
20 Muhammad Iqbal, h. 138 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan 

terkait dengan sistem pemilu proprorsional terbuka dalam penguatan kenangotaan 

DPRI RI sebagai berikut:     

1. Sistem proporsional tebuka merupakan sistem yang sangat tepat untuk 

diterapkan di Indonesia. Karena sistem ini memberikan suatu 

kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk memilih secara terbuka 

dan tidak ada unsur-unsur pemaksaan dari pihak manapun. Yang telah 

diatur Dalam Undang-Undang pemilu  Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dewam perwakilan 

daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah. Yang tercantum dalam 

pasal 5 ayat (1) disebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR, 

DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten / kota dilaksanakan dengan 

sistem proporsional terbuka 

2. Begitu juga dalam fiqih siyasah dalam pengangkatan khalifah atau 

pemimpin atau bisa juga disebut pemilu (syura’) menggunakan sistem 

musyawarah ketika melakukan pemilihan anggota legislatif atau (Ahl 

Al- Hall Wa al-’Aqd)  Musyawarah termasuk perkara yang cocok 

kepada masyarakat karna Memberikan keleluasaan kepeda mereka dan 
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memberikan hak penuh kepada mereka untuk memilih apa yang bisa 

diterima oleh akal dan dipahami oleh manusia, dan selama tujuannya 

adalah dasar musyawarah serta untuk menciptakan undang-undang 

yang adil, yang menyatukan rakyat . Islam telah mewajibkan dan 

menjadikannya sebagai salah satu dasar dari dasar-dasar hukum  dan 

politik namun,Islam tidak membuat satu sistem khusus dan tidak 

merincikan hukum-hukumnya. Tujuan dari hal itu agar rakyat ikut 

andil dalam perkara musyawarah, dan rincian partisipasi atau andilnya 

diserahkan kepada mereka, dan perkara perincian partisipasi atau  

andilnya diserahkan kepada mereka, dan perkara perincian ini pun 

berbeda-beda sesuai perbedaan  sosial kemasyarakatan  di satu masa 

dan satu tempat.  

 

B. Saran-saran  

Pada bagian akhir ini  penulis perlu memberikan saran-saran : 

1. Kepada segenap pembaca, terutama kepada  mahasiswa Fakultas Syari’ah 

Sunan Ampel  Surabaya , agar supaya mengadakan studi lebih lanjut 

mengenai sistem pemilu proporsional terbuka  dalam penguatan 

kenaggotaan DPR RI  
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